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Penetapan gaji pada Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh harus mampu 
memenuhi kewajibannya sebagai hak para pembina yang telah dikontrak untuk 
bekerja pada dayah tersebut. Salah satu bentuk pekerjaan yang harus memiliki 
imbangan berupa kompensasi gaji atau ujrah yang sesuai dengan kinerja dan 
prestasi kerja pembina. Waktu dan shift kerja yang ditetapkan untuk pembina pada 
Dayah Darul Ulum harus sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan oleh 
pemerintah sehingga tidak terjadi over time, namun hal ini sering sekali 
menimbulkan kesenjangan dan kejanggalan dalam sistem penggajian tersebut, 
dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana kebijakan stake 
holders Dayah Darul Ulum terhadap sistem penggajian yang ditetapkan untuk 
guru dan karyawan, bagaimana persepsi pembina terhadap penetapan dan rate gaji 
yang diterima hingga shift over time, bagaimana perspektif akad Ijārah Bi al-
‘Amāl terhadap penetapan gaji kepada pembina asrama dan karyawan. Metode 
penelitian yang digunakan dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data 
dilakukan dengan library research dan field research, dengan teknik interview 
dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa kebijakan 
stake holders Dayah Darul Ulum terhadap penggajian belum memenuhi 
kewajiban dengan berbagai klasifikasinya untuk menetapkan gaji atau upah yang 
sesuai dengan pekerjaan dan masih jauh dari rate gaji yang ditetapkan oleh 
pemerintah, penetapan dan rate gaji yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan 
atau jasa yang telah mereka berikan dengan tanggung jawab dan shift kerja yang 
telah melampaui batas yang belum didasarkan pada Upah Minimum Provinsi 
(UMP), menurut tinjauan akad Ijārah Bi al-‘Amāl terhadap penetapan gaji yang 
dilakukan oleh pihak Dayah Darul Ulum belum sesuai dengan beban kerja yang 
diberikan kepada mereka yang merupakan hak kepemilikan upah yang sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya, sehingga konsekuensi hukum Ijārah 
Bi al-‘Amāl menjadi fasid atas pengambilan manfaat pekerjaan atau jasa dari para 
pembina dan karyawan Dayah Darul Ulum Banda Aceh. 
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TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ G 
 
5 ج j  20 ف F  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق Q 
 
7 خ kh  22 ك K  
8 د d  23 ل L  
9 ذ ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م M 
 
10 ر r  25 ن N  
11 ز z  26 و W  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
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       Tanda Nama       Huruf Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dhammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
             Tanda dan 
           Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
  َو  
            Fatḥah dan 
wau 
Au 
 
Contoh: 
فيك : kaifa   لوه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
                 Harkat dan 
               Huruf 
       Nama 
Huruf dan 
Tanda 
  َا/ي  
Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā 
  َي        Kasrah dan ya Ī 
  َي  Dammah dan waw Ū 
 
Contoh: 
لاق : qāla 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
لوقي : yaqūlu 
 
 x 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
ةضور لافطلاا   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
ةنيدملا ةرونملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
    al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط        : Ṭalḥah 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 
Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang masalah 
 Peningkatan kualitas suatu institusi pendidikan memerlukan beberapa 
aktivitas yang melibatkan berbagai sumber daya. Keterlibatan sumber daya 
terutama sumber daya manusianya sebagai instrumen terpenting untuk 
pengembangan dan pengelolaan suatu lembaga pendidikan sehingga dapat 
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sinergisitas berbagai sektor sangat 
urgen untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut dengan didasari 
komitmen, pengorbanan dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam semua 
komponen institusi pendidikan tanpa mengenyampingkan finansial dan budget 
tetap untuk kelancaran prosedur dan operasional lembaga pendidikan. 
 Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pada lembaga pendidikan harus 
digaji sebagai bentuk imbalan jasa atas kontribusinya dalam proses pendidikan. 
Penggajian ini menggunakan konsep ujrah yang merupakan ma’qūd ‘alaih dalam 
‘aqad ijārah bi al-‘amāl. Akad ini merupakan dikotomi dari akad asasinya yaitu 
akad ijārah. ‘Aqad ijārah bi al-‘amāl adalah akad dengan pihak yang direkrut dan 
digaji sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam akad perjanjian baku yang 
biasanya dibuat oleh pihak yang meng-hire si pekerja. 
Para fuqaha menyatakan bahwa akad ijārah bi al-‘amāl ini ialah yang 
bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Ijārah bi al-‘amāl seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya 
boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti arsitek yang mendisain bangunan, 
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disainer yang mendisain dan menjahit baju, dan direktur perusahaan yang 
dikontrak untuk mengelola perusahaan.  
Ijārah bi al-‘amāl seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji 
seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau 
kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 
bengkel mobil yang mempekerjakan banyak pegawai dan melayani banyak 
konsumen, usaha laundry, dan sekolah swasta. Pada sekolah swasta biasanya 
banyak membutuhkan guru pembina sebagai tenaga pengawas, pengajar dan juga 
pegawai administrasi untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar di 
lembaga pendidikan. 
Salah satu sekolah swasta di Banda Aceh yang banyak mempekerjakan 
guru pembina sebagai pendidik yaitu Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. 
Guru di Dayah Modern Darul Ulum, secara umum dapat diklasifikasi sebagai 
guru kelas, bidang studi, pembina bidang dan guru pembina asrama. Semua guru 
yang bekerja di dayah ini memiliki hak dan kewajiban serta komitmen untuk 
memberikan pengabdian terbaik untuk lembaga pendidikan ini.
1
 
Darul Ulum sebagai dayah modern terpadu mejadi salah satu divisi yang 
memiliki peran penting untuk keberhasilan pendidikan santri maka dibentuklah 
tim pembina yang terdiri dari pembina asrama, pembina pengasuhan dayah, dan 
seluruh anggota pembina bidang-bidang dayah yang bertugas untuk mengontrol, 
mengarahkan, dan membimbing santri yang dilakukan secara simultan mulai dari 
aktifitas pagi bahkan hingga santri istirahat di malam hari. Hal ini dilakukan untuk 
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Hasil wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Pengasuhan Santri Darul Ulum, Pada tanggal 10 
juni 2017, di Jambo Tape Banda Aceh. 
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melancarkan segala aktifitas santri yang telah diformat sebagai santri boarding 
school. 
Kehadiran guru sebagai pembina di asrama sangat berpengaruh terhadap 
santri terutama untuk meningkatkan prestasi, motivasi belajar dan juga disiplin 
santri serta berbagai fungsi kontrol lainnya untuk mewujudkan kemajuan dari 
Dayah Modern saat ini. Dengan demikian pembina asrama penting sekali 
kehadirannya dalam hal pembinaan santri dan juga sistem yang dikembangkan di 
dalam Dayah yang tujuannya adalah untuk kemajuan Dayah dan keberhasilan 
santri. Hal ini didasarkan pada pengelolaan sistem pendidikan Dayah Darul Ulum 
yang mengakumulasi pendidikan sekolah dari pagi hingga siang hari, serta 
pendidikan dayah dari sore hingga malam hari. Dengan demikian kehadiran guru 
pembina penting bagi kedua sistem pendidikan yang terdapat di Dayah Darul 
Ulum, bahkan telah teruji kehadiran  guru pembina urgen untuk meningkatkan 
prestasi santri atau siswa. 
Pembinaan yang baik terhadap santri atau siswa berpegaruh langsung pada 
tingkat pengembangan kecerdasan mereka sebagai output yang menjadi target 
proses belajar mengajar di dayah. Stake holders dan juga pembina asrama harus 
sinergi dalam menyusun dan mengeksekusi berbagai program kerja yang telah 
didesain sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan di Dayah Modern ini 
yang semakin diperhitungkan sebagai sekolah yang menjadi tujuan berbagai 
kalangan masyarakat baik dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumut bahkan sampai dari 
Jakarta. 
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Keberadaan pembina asrama sangat vital dalam dinamika Dayah Modern 
Darul Ulum. Stake holder Dayah Darul Ulum harus mampu memenuhi 
kewajibannya memenuhi hak para pembina yang telah dikontrak untuk bekerja 
pada dayah tersebut. Pembina Dayah Darul Ulum direkrut dan dikontrak untuk 
bekerja sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang harus 
dikerjakan merupakan objek akad ijārah bi al-’amāl yang memiliki imbangan 
berupa kompensasi sebagai gaji atau  ujrah yang sesuai dengan kinerja dan 
prestasi masing-masing pembina. Manajemen Dayah Darul Ulum dalam 
menentukan gaji dan ujrah pekerja memiliki pedoman berdasarkan hitungan  jam 
kerja para pembinanya. Selain itu, prestasi kerja dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan juga turut diperhitungkan dalam penentuan gaji dan upah pembina.
2
 
Berbagai upaya harus dilakukan untuk menselaraskan ketentuan tarif gaji 
atau ujrah yang diberikan kepada seluruh pembina pada Dayah Modern Darul 
Ulum sesuai dengan standar dan kriteria yang telah disepakati dan ditetapkan 
bersama untuk memberi hak yang seharusnya diterima oleh setiap pembina 
asrama di dayah. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh masih terdapat 
kesenjangan dan disparitas dalam sistem penggajian atau ujrah yang 
diimplementasikan pada dayah ini. Realitas ini tentu saja menimbulkan 
kesenjangan dan kejanggalan. 
Jam kerja guru sebagai pembina santri cenderung lebih lama dibandingkan 
dengan guru biasa, sehingga waktu dan shift kerja yang ditetapkan untuk pembina 
pada Dayah Darul Ulum melampaui jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, 
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 Hasil wawancara dengan Saiful Nurullah, Pimpinan Yayasan Dayah Darul Ulum, pada 
tanggal 17 Juni 2017 di Dayah Darul Ulum, Jambo Tape Banda Aceh. 
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kelebihan waktu tersebut seharusnya dihitung sebagai lembur yang harus 
diberikan kompensasi atau bonus atas prestasi yang telah diberikan guru kepada 
Dayah Darul Ulum. Hal ini sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku di 
Aceh yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang 
UMP pada Pasal 2, 3, dan 5 telah diatur tentang ketentuan upah ataupun gaji 
perbulannya Rp 2.700.000 yang berlaku di seluruh Aceh. 
Penetapan rate gaji kepada pembina santri asrama di Dayah Darul Ulum 
yang bekerja sampai 18 jam perhari untuk mengawasi santri pada shift over time 
masih berada di bawah rate yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh melalui 
Pergub Nomor 67 Tahun 2017. Berdasarkan informasi dan data dokumentasi 
bahwa sistem gaji untuk guru pembina asrama masih belum dihargai dengan 
semestinya sebagai seorang guru yang telah mendedikasikan dirinya untuk 
memberikan pengabdian terbaik secara profesional kepada lembaga pendidikan 
tempatnya bekerja yaitu Dayah Darul Ulum.
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Ketentuan gaji yang ditetapkan berbeda untuk guru kelas, wali kelas, guru 
bina, bahkan cenderung sangat jauh nilai antara klasifikasi guru tersebut 
menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses operasional pendidikan di Lembaga 
Pendidikan Dayah yang bernaung di bawah Yayasan Pembangunan Ummat Islam 
Banda Aceh. Kebijakan penggajian dan penetapan nilai honor ini dapat 
menimbulkan kesenjangan sosial dan finansial di antara guru di Dayah Darul 
Ulum karena gaji yang belum memadai sesuai dengan pengabdian yang telah 
diberikan guru secara profesional. Imbalan dalam bentuk gaji sebesar Rp 
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1.350.000 perbulannya untuk guru pembina sebagai gaji yang paling rendah di 
Dayah Darul Ulum padahal kinerja dan jam kerja mereka di atas rata-rata jam 
kerja guru kelas dan wali kelas. Kebijakan tentang sistem penggajian dan 
penetapan gaji tersebut tidak transparan karena sistem penggajian yang berlaku di 
Darul Ulum ditetapkan oleh pihak YPUI Banda Aceh dan guru tidak memiliki 
akses terhadap sistem gaji tersebut meskipun guru pembina memiliki kontribusi 
besar terhadap sebahagian besar pembinaan santri di dayah ini.
4
 
Pada dasarnya sistem penggajian dan pengupahan yang baik dan benar 
merupakan salah satu faktor terpenting untuk kelancaran operasional dan proses 
pendidikan pada Dayah Darul Ulum, karena hal ini juga turut menentukan 
keberhasilan dan prestasi di lembaga pendidikan tersebut. Untuk saat ini gaji atau 
upah yang diterima oleh seluruh pembina bervariasi, baik dari segi jabatan 
ataupun strata pendidikan pembina santri tersebut, tetapi walaupun demikian 
penerapan gaji di Dayah Darul Ulum belum memenuhi kriteria penggajian yg baik 
dan benar, rata-rata gaji para pembina masih sangat minim, dan juga besaran gaji 
punya opsi masing-masing baik itu sebagai guru kelas, wali kelas, pembina 
asrama dan juga pembina khusus untuk kamar masing-masing. Para pembina juga 
punya jadwal piket khusus untuk mengawasi santri untuk ke sekolah atau belajar 
dayah di samping mengawasi santri selama mereka berada di asrama, dan juga 
mereka membina santri menurut bagian masing-masing seperti pengasuhan, 
ubudiyah, pengajaran, tahfiz, khat, seni, olahraga dan lain-lain.  
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Dalam penentuan gaji dan upah pembina asrama seharusnya sesuai dengan 
indikator formal yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku di Aceh umumnya 
dan di Banda Aceh khususnya, hal ini penting untuk menciptakan iklim kerja 
produktifitas guru dalam membimbing siswa terutama guru pembina asrama yang 
bekerja dalam waktu yang relatif panjang jam kerjanya. Dengan penentuan sistem 
gaji yang transparan  di Dayah Darul Ulum akan menghilangkan kesenjangan 
antar guru yang bekerja di dayah ini. Indikator yang digunakan harus sesuai agar 
kinerja pembina dalam dayah dapat lebih optimal terutama dalam memberi 
kontribusinya terhadap siswa baik secara kognitif, afektif dan psikomitorik. 
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mendapatkan 
permasalahan yang signifikan untuk diteliti tentang sistem penggajian yang relatif 
berbeda dengan jam kerja atau waktu yang digunakan oleh pembina asrama di 
Dayah Modern Darul Ulum. Penulis menjadikan permasalahan ini sebagai fokus 
penelitian dengan prosedur riset yang lebih komprehensif terhadap problema yang 
dihadapi oleh guru di Dayah Darul Ulum dengan format judul yaitu “Sistem 
Penetapan Gaji Pembina Santri Dan Konsekuensi Terhadap Tingkat Prestasi 
Kerja Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi al-‘Amāl”. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas 
tersebut, maka berikut ini penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai 
fokus kajian yang akan penulis teliti dalam riset ini dalam bentuk karya tulis 
ilmiah sebagai syarat akhir studi. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 
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1.2.1. Bagaimana kebijakan stake holders Dayah Darul Ulum terhadap 
sistem penggajian yang ditetapkan untuk para pembina santri dengan 
berbagai klasifikasinya? 
1.2.2. Bagaimana persepsi pembina santri terhadap penetapan dan rate gaji 
yang diterimanya sebagai pengawas santri pada jam kerja hingga shift 
over time? 
1.2.3. Bagaimana perspektif akad ijārah bi al-’amāl terhadap penetapan gaji 
kepada pembina santri yang memiliki kontribusi besar terhadap 
pembinaan santri? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Setiap riset yang dilakukan oleh peneliti pasti memiliki tujuan penelitian 
yang spesifik untuk dicapai. Penelitian ini penting penulis lakukan untuk memberi 
kontribusi terhadap khazanah hukum ekonomi syariah. Secara spesifik penelitian 
ini dilakukan untuk mensinergikan rumusan masalah dengan tujuan penelitian ini 
dilakukan, berikut ini penulis paparkan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu: 
1.3.1. Untuk meneliti kebijakan stake holders Dayah Darul Ulum terhadap 
sistem penggajian yang ditetapkan untuk para pembina santri dengan 
berbagai klasifikasinya. 
1.3.2. Untuk mengetahui persepsi pembina santri terhadap penetapan dan 
rate gaji yang diterimanya sebagai pengawas santri pada jam kerja 
hingga shift over time. 
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1.3.3. Untuk menganalisis perspektif akad ijārah bi al-’amāl terhadap 
penetapan gaji kepada  pembina santri yang memiliki kontribusi besar 
terhadap pembinaan santri. 
1.4. Penjelasan Istilah 
1.4.1. Sistem 
Kata sistem berasal dari bahasa Yunani sustem yaitu: 
1. Suatu kelompok obyek-obyek atau satuan-satuan yang bergabung 
sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, 
berfungsi, atau bergerak secara interdependen dan harmonis.  
2. Suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-
komponen yang fungsional satu sama lain.  
3. Suatu bentuk khusus organisasi sosial.  
4. Seperangkat doktrin atau prinsip yang terorganisasi, biasanya 
ditetapkan untuk menjelaskan susunan atau fungsi dari suatu 
keseluruhan.  
5. Metode atau susunan yang biasa.
5
 
1.4.2. Penetapan Gaji 
 Gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang ditetapkan; balas jasa 
yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.
6
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1.4.3. Perspektif 
Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai 
dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada 
akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. 
1.4.4. Ijārah bi al-’amāl 
 Ijārah bi al-’amāl adalah gabungan dari dua kata yaitu Ijārah bi al-’amāl. 
Kata ijārah dengan di baca kasrah hamzah-nya menurut pendapat yang masyhur, 
dan diceritakan bahwa kata tersebut dibaca dhammah hamzah-nya, dari segi 
bahasa artinya upah dan ongkos. Menurut istilah fiqih ijārah itu akad atas manfaat 
yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang 
lain dengan ongkos yang jelas.
7
 
 Ulama Mazhab Hanafi menjelaskan: ijārah ialah suatu perjanjian yang 
memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda 
yang disewakan dengan ada imbalan pengganti. Penjelasan Ulama Mazhab Hanafi 
“suatu perjanjian” maksudnya adalah ijab dan qabul.8 
 Ulama Mazhab Maliki Menjelaskan: ijārah dan kira’ adalah dua kata yang 
semakna atau searti. Hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari 
perjanjian atas manfaat manusia dan sebagai barang  yang dipindahkan seperti 
perkakas rumah tangga, pakaian dan bejana-bejana serta semisalnya, dengan 
istilah ijārah 9. 
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 Musthafa Dieb Al Bigha, Fiqih Islam Lengkap dan Praktis, (Jakarta: Media Zikir: 2007), 
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Ulama Mazhab Syafi’i menerangkan: perjanjian persewaan ialah suatu 
perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan 
kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui.
10
 
 Ulama Mazhab Hambali menerangkan: persewaan (ijārah) ialah perjanjian 
atas manfaat yang mubah yang diketahui yang diambil secara berangsur-angsur 
dalam masa yang diketahui dengan ongkos yang diketahui.
11
 
1.5. Kajian Pustaka 
Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah “Sistem Penetapan Gaji 
Pembina Pada Dayah Modern Darul Ulum dan konsekuensi Terhadap Tingkat 
Prestasi Kerja Dalam Perspektif Akad Ijārah bi al-’amāl”. Sebelum pembahasan 
skripsi ini berlanjut lebih luas lagi, penulis akan menguraikan beberapa hal yang 
menyangkut teori dalam penulisan penelitian ini, yaitu ada beberapa karya tulis 
yang menyamai penulisan penelitian ini di antara referensi tersebut adalah: 
Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dari jurusan Muamalah Wa al-
Iqtishad yang diselesaikan pada tahun ajaran 2012 tentang judul “Implementasi 
Upah Minimum Regional Aceh Terhadap Karyawan Warung Kopi” yang 
membahas tentang bagaimanakah penetapan tingkat upah menurut Upah 
Minimum Regional (UMR) Aceh terhadap karyawan warung kopi di kecamatan 
Syiah Kuala dan bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tingkat upah 
pada karyawan warung kopi di Kecamatan Syiah Kuala.
12
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah mahasiswi jurusan 
Muamalah Wa al-Iqtishad yang dirampungkan pada tahun ajaran 2008 yang 
berjudul “Upah Minimum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Menurut 
Hukum Islam” yang membahas tentang ketentuan hukum yang menjadi landasan 
keputusan Gubernur No. 47 tahun 2006 tentang Upah Minimum Propinsi Nanggro 
Aceh Darussalam (UMP) dan apakah UMP (Upah Minimum Propinsi) yang 
ditentukan sesuai dengan ketentuan Islam.
13
 
Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad 
Syauqi Mahasantri jurusan Mu’amalah al-Iqtishad yang diselesaikan pada tahun 
ajaran 2012 tentang tulisan menarik yang berjudul “Analisis Peraturan Gubernur 
Aceh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Aceh 
Menurut Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah” di dalam tulisan ini dibahas 
tentang bagaimana pengaruh penetapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 
Tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja/buruh di Provinsi Aceh dan juga 
membahas tentang apakah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 
tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh dalam mengatur upah sudah 
sesuai dengan konsep ujrah dalam fiqh muamalah.
14
 
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah dari jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2016 yang berjudul “Analisis 
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Penerapan Biaya Ijarah Pada Industri Pegadaian Syari’ah Menurut Fatwa DSN 
NO. 25 Tahun 2002” yang membahas tentang bagaimana kebijakan Perum 
Pegadaian Syariah di Banda Aceh dalam menentukan tingkat biaya akad ijarah.
15
 
Kajian lainnya merupakan analisis seorang mahasiswa tentang “Klausula 
Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad Ijārah ’ala al-
manȃfi’ (Studi tentang Penyewaan Gedung Pertemuan Hotel Berbintang di Banda 
Aceh) yang diteliti oleh Zahrul Fajri, mahasiswa prodi HES fakultas Syari’ah dan 
Hukum universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018. Skripsi ini 
membahas tentang klausula perjanjian yang dilakukan antara manajemen hotel 
berbintang di Banda Aceh dengan kliennya yang menjadi costumer di hotel 
tersebut untuk kegiatan gathering yang menggunakan fasilitas hall dan ballroom 
yang ada di hotel berbintang tersebut. Orientasi kajiannya lebih difokuskan pada 
perjanjian dan realisasinya pada saat pelaksanaan kegiatan dan juga kesigapan 
pihak owner hotel dalam menanggapi setiap komplain dan klaim yang diajukan 
oleh costumer terhadap semua ketidaksesuaian order konsumen dengan fasilitas 
yang disediakan hotel berbintang tersebut, kajian ini menggunakan konsep akad 
ijārah ’ala al-manȃfi’.16   
Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Anggraini, mahasiswa HES Tahun 2012 
yang menulis tentang sistem penetapan gaji untuk dosen kontrak di kampus UIN 
Arraniry, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upah yang diterima oleh 
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dosen yang berstatus sebagai dosen tetap non PNS pada Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan 
beban kerja yang mereka pikul. Jika dilihat dari ketentuan pemerintah tentang 
Upah Minimum Regional (UMR) dianggap tidak bisa mencukupi kebutuhan dari 
tenaga pengajar tersebut. Sistem kerja yang diterapkan di Fakultas Syari’ah dan 
hukum UIN Ar-Raniry pada dosen tetap non PNS sama saja dengan dosen yang 
tergolong PNS. Namun, perbandingan yang sangat jauh dari PNS dan Non PNS 
adalah dari segi upah/ pendapatan perbulan. Berdasarkan DIPA UIN Ar-Raniry 
tahun Anggaran 2015 Bagi dosen PNS, diberikan gaji pokok serta ditambah 
dengan uang tunjangan dengan syarat sudah Sertifikasi. Sedangkan bagi dosen 
Tetap Non PNS dapat dilihat dari Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry bahwa 
Gaji Dosen Tetap Non PNS diberikan honorium sebesar Rp. 1.800.000,- 
perorang/perbulan. Jika ditinjau dari beban dan jam kerja yang dibebankan, 
terlihat kesenjangan dalam pengupahan terhadap para tenaga pengajar di ruang 
lingkup Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.17 
 Dari hasil penelusuran peneliti terhadap tulisan ataupun karya ilmiah yang 
telah dipaparkan diatas, ada perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang 
penulis bahas dalam skripsi ini. Di dalam karya ilmiah ini peneliti ingin mengkaji 
shift kerja yang ditetapkan untuk pembina pada Dayah Darul Ulum melampaui 
jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dan penetapan rate gaji kepada 
pembina yang bekerja sampai 18 jam untuk pengawasan santri pada shift over 
time serta perspektif hukum Islam terhadap penetapan gaji kepada pembina yang 
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memiliki kontribusi besar terhadap pembinaan santri. Oleh karena kajian tersebut 
masih tergolong minim, maka peluang untuk meneliti masih ada dan penelitian ini 
dianggap baru. 
1.6. Metode Penelitian 
 Hasil suatu penelitian sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh metode 
penelitian  yang digunakan oleh peneliti, dengan demikian sangat penting desain 
penelitian dibuat oleh peneliti sebelum proses penelitian dilakukan agar kriteria 
penelitian ilmiah dapat dicapai dan direalisasi dengan baik. Peneliti juga penting 
membuat parameter agar dapat mengukur validitas dan akurasi serta objektifitas 
data yang diperoleh sehingga dapat disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang 
memiliki kualitas. 
 Adapun desain penelitian ini penulis format dalam uraian berikut ini yaitu: 
1.6.1. Jenis Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
mengaplikasi metode penelitian ini untuk meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran 
atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat 
deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematika, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
18
 
 Dalam operasional metode penelitian deskriptis kualitatif ini penulis 
menggunakan beberapa spesifikasi untuk menggambarkan fenomena penelitian 
yaitu kondisi dan tingkat gaji yang diterima oleh pihak pembina pada Dayah 
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Darul Ulum yang telah ditetapkan oleh pihak Yayasan Pembangunan Umat Islam 
di Jambotape Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. 
1.6.2. Metode Pengumpulan Data 
 Kelengkapan data yang dikumpulkan oleh peneliti sangat penting 
dipastikan sebelum proses analisis data dilakukan, karena peneliti harus 
memastikan bahwa data penelitiannya dapat diperoleh sesuai kebutuhan sehingga 
dapat diklasifikasikan sebagai manageble data. Untuk memperoleh data yang 
lengkap dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data penelitian yang 
digunakan dalam  penelitian ini, yaitu: 
a.  Penelitian pustaka (library research), data pustaka penulis peroleh melalui 
penelusuran literatur, kitab fiqih dan jurnal yang membahas tentang variabel 
penelitian yang menjadi objek kajian peneliti.
19
 
b. Penelitian lapangan (field research), penulis dapatkan dengan cara meneliti 
di lokasi objek penelitian yaitu di Dayah Darul Ulum YPUI Banda Aceh. 
Adapun objek penelitian ini adalah pembina asrama yang bekerja 
mengawasi seluruh siswa di Dayah Darul Ulum baik pada saat jam belajar 
maupun pada saat jam break belajar.  
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam operasionalisasi penelitian ini, agar mudah memperoleh data 
peneliti harus membuat desain teknik pengumpulan data sehingga prosedur 
penelitian lebih mudah dikongkretkan. Adapun teknik pengumpulan data yang 
penulis gunakan yaitu: 
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1. Wawancara 
Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 
paling praktis untuk mengukur obejektifitas dan validitas data yang dikumpulkan. 
Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui kondisi objek penelitian secara 
kongkrit baik dari keaslian data yang diberikan maupun otontisitasnya. 
Pedoman wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data tentang 
subjek penelitian yaitu seluruh pembina Dayah Modern. Dengan menggunakan  
panduan wawancara peneliti dapat memastikan bahwa semua informasi yang 
didapatkan dari sumber penelitian lebih mendalam dan objektif dimana peneliti 
sendiri merupakan kunci dari penelitian ini. 
2. Dokumentasi 
Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 
tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang 
fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian yang 
diperlukan dalam permaslahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga 
dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian”20. 
Dari beberapa paparan pendapat tersebut pada dasarnya dokumentasi merupakan 
pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Dokumentasi merupakan data 
penelitian yang tidak dipublikasi secara luas yang terdapat di Dayah Darul Ulum 
baik mengenai daftar gaji pembina, dewan guru, dan karyawan, daftar piket dan 
jam kerja pembina dalam mengawasi siswa. 
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 Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumentasi dan 
wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi umum terutama menyangkut 
keseluruhan fokus penelitian, karena dokumen merupakan suatu catatan peristiwa 
yang telah terjadi/berlangsung, dapat dalam bentuk tulisan, gambar-gambar, atau 
karya monumental. Untuk kepentingan pencatatan lapangan, diperlukan format 
yang dapat memberi identitas dokumen dalam kaitannya dengan fokus penelitian 
dan mengakomodir isi dokumen. 
1.6.4. Langkah-langakah Analisis Data 
 Sejalan dengan rancangan penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga menghasilkan sebuah temuan 
penelitian. Menurut Bogdan Sugiono analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat difahami, dan temuannya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. Dalam hal ini teknik analisis data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 
lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 
 Dalam hal ini Nasution Sugiyono menyatakan analisis telah mulai sejak 
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 
berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Pada dasarnya analisis data 
ialah usaha untuk mengurai suatu masalah yang menjadi fokus kajian menjadi 
bagian-bagian sehingga terbentuklah suatu tatanan bentuk sesuatu yang diurai 
sehingga tampaklah perkara yang terjadi dalam suatu penelitian. Seperti yang 
dikatakan oleh Satori dan Komariah dengan data kualitatif kita dapat mengikuti 
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dan memahami alur perististwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam 
lingkungan penelitian.  
1.7. Sistematika Pembahasan 
 Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari 
sub bab, yang dapat dirincikan sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua membahas landasan teoritis terhadap sistem penetapan gaji 
dalam perspektif akad Ijārah bi al-’amāl, yang didalamnya meliputi definisi dan 
landasan hukum Ijārah bi al-’amāl, rukun dan syarat Ijārah bi al-’amāl, Pendapat 
Ulama tentang Objek Akad Ijārah bi al-‘Amāl dan Konsekwensinya bagi para 
Pihak, Pendapat Ulama tentang Ketentuan Upah dan Sistem Perhitungannya, 
Prinsip-prinsip Substansial dalam Penetapan Upah dan Urgensinya dalam 
mewujudkan kepentingan Para Pihak. 
Bab ketiga membahas tentang Eksistensi Pembina Santri Dayah Darul 
Ulum Dan Tingkat Gajinya Sebagai Prestasi Kerja Dalam Perspektif Akad Ijārah 
bi al-’amāl, yaitu tentang Monografi Dayah Darul Ulum dan Yayasan 
Pembangunan Umat Islam Jambo Tape Banda Aceh, Kebijakan Stake Holders 
Dayah Darul Ulum terhadap Sistem Penggajian Guru dan Karyawannya, Persepsi 
Pembina Terhadap Penetapan dan Rate Gaji Sebagai Pengawas  Santri Pada Jam 
Kerja Hingga Shift Over Time, Perspektif Akad Ijārah bi al-’amāl Terhadap 
Penetapan Gaji Pembina Asrama dan Karyawan Dayah Darul Ulum. 
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Bab keempat membahas akhir dari penelitian ini yaitu penutup, di 
dalamnya akan diutarakan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB DUA 
 
KONSEP IJĀRAH BI AL-‘AMĀL DAN SISTEM UPAH 
 DALAM FIQIH MU’AMALAH 
 
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijārah bi Al-‘Amāl  
2.1.1. Pengertian Ijārah bi Al-‘Amāl1 
 Akad ijārah sebagai salah satu akad musamma2 yang telah diklasifikasikan 
oleh fuqaha dan memiliki konsep yang jelas dengan didasarkan pada dalil-dalil 
yang sharih (terang/jelas), Sharih berarti: 
ازامج وا ةقيقح دارلماو نىعلما فوشكم ظفل لك. 
Artinya: “Setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk 
haqiqah atau majaz.
3
 
Dan akad ini telah diaplikasikan secara luas oleh komunitas muslim di 
berbagai belahan dunia. Berikut ini penulis akan menjelaskan konsep ijārah 
secara lebih lugas. 
 Ulama fiqih bersepakat atas legalnya akad ijārah kecuali Abu Bakar al-
Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu 
Kaisan. Mereka melarang akad ini karena ijārah adalah menjual manfaat, padahal 
manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan 
berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit.
4
 Sesuatu yang tidak ada, 
tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan 
                                                             
1
 Kata ini ditulis dalam bahasa Arab sebagai (لإالامعلاب ةراج) . 
2
 Tertulis dalam bahasa Arab (ىّمسملا) . 
3
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2, cet 5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37. 
4
 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), 
jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 385.  
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menggantungkan jual beli pada masa akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu 
Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum 
dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada 
umumnya tercapai ini atau manfaat yang antara tercapai dan tidaknya adalah 
seimbang. 
Ijārah secara etimologis berarti “upah” dan “memberi pekerjaan”. 
Pengertian ini dapat diperoleh dari firman Allah SWT  dalam surat Ath-Thalaq 
ayat 6, yang berbunyi: 
 َف ۡمَُكل َنۡعَضَۡرأ ِۡنَإفَ َب باأُوَِموۡأَأ أُننَرُُُجأ أُننُُوامَُكنۡي  ۡوَساََعو ِنإَأ ٖۖ فأُوۡعَِمب ُعِضُۡوتََسف ُۡمو
 َُهل ۥ  ٰىَوُۡخأ٦   
Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan 
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. 
ath-Thalaq: 6).
5
 
Kata ajrun dalam ayat ini menjadi populer dan dikenal sebagai sebuah 
akad yang dapat digunakan dalam dinamika sosial masyarakat muslim. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, ijārah diartikan dengan perjanjian (kontrak) 
dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.
6
 Sedangkan menurut pengertian 
terminologis, ijārah dapat diartikan dengan suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantiannya.
7
 Sedangkan ijārah menurut syara’ adalah 
akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat 
                                                             
5
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Terj. Abdul Rasyad 
Shiddiq), Jilid 3 & 4, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 384. 
6
 Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 
2007), hlm. 342. 
7
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Ter. Kamaluddin A, Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-
Ma’arif, 1997), hlm. 15. 
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tertentu. Ijārah bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang 
dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi 
yang diketahui.
8
 
Ada beberapa definisi ijārah yang dikemukakan para ulama fiqh yaitu: 
Menurut Ulama Hanafiyah pengertian ijārah adalah: 
ضوعب عفانلما ىلع دقع.  
Artinya: ”Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”. 
Menurut ulama Hanafiyah ijārah merupakan transaksi terhadap suatu 
manfaat dengan imbalan. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ini 
masih bersifat umum, mereka hanya memfokuskan bahwa akad ijārah  tersebut 
subtansinya adalah manfaat dan pemanfaatannya memiliki konsekuensi berupa 
pembayaran kepada pemilik objek manfaat tersebut.  
Menurut Ulama Syafi’iyah ijārah adalah: 
مولعم ضوعب ةح اب لإاو لذبلل ةلب اق ةم ولعم ةدوصقم ةعفنم ىلع دقع.    
Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan 
serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya dengan 
adanya ganti yang sesuai”. 
Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafilah mendefinisikan ijārah 
dengan: 
                                                             
8
 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Ter. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, dkk) jilid 
2, (Jakarta Timur: Almahira, 2010) hlm. 37. 
9
 Muhammad Amin Syairb Ibnu ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar, 
Syarh Tanwil Abshar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz IX,hlm. 3-4. 
10
 Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 
Juz II, hlm. 332. 
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  ةمولعم ةدم ةحابم ءيش عفانم كيلتم.    
Artinya: ”Ijārah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam 
waktu tertentu dengan suatu imbalan”. 
Menurut Sayyid Sabiq ijārah adalah: 
ارجأ باوثلا ىسم هنمو ،ضاوعلا وهو رجلأا نم ةقتشم ةراجلإا.    
Artinya: ”Ijārah di ambil dari kata “ajrun” yaitu pergantian, maka dari itu 
pahala juga dinamakan upah”. 
Menurut Fatwa DSN: 
Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui 
pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
13
 
 Adapun orang yang menyewakan atau pekerja disebut mu’ajjir/ājir, 
penyewa disebut musta’jir14 serta imbalan atas pemakaian manfaat atau jasa 
disebut ajran atau ujrah.
15
 
 Dalam pembahasan tersebut di atas konsep ijārah masih bersifat gradual 
belum dipilah antara akad ijārah dalam bentuk sewa-menyewa dan akad ijārah 
dalam bentuk upah-mengupah, sedangkan dalam kajian ini penulis menggunakan 
konsep ijārah dalam bentuk upah mengupah karena satu pihak memberikan 
                                                             
11
 Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 
Juz 4, hlm. 2. 
12
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1971), Jilid III, hlm. 177. 
13
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/ IV/2000, (tentang pembiayaan 
Ijārah). 
14
 Kata pekerja dalam bahasa Arab : (وّجأم\وجآ) , penyewa : (وجأتسم  
15
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi, Hukum Perjanjian Islam, cet 1, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1994), hlm. 92. 
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jasanya secara profesional dengan mendapatkan imbalan dalam jumlah tertentu 
sebagai upah. 
 Dalam berbagai literatur fiqih baik dalam kitab fiqih klasik maupun fiqih 
kontemporer, diskursus tentang ijārah ini telah mendapat perhatian yang luas di 
kalangan ulama. Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa akad ijārah 
ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk sebagaimana ditetapkan dalam  
sistematika fiqh, ijārah bi al-‘amāl terdapat pada pembahasan fiqh mu’amalah 
yaitu pada konsep ijārah, yang terdiri dari dua kategori yakni ijārah bi al-‘amāl  
dan ijārah bi al-manfa’ah. Ijārah bi al-manfa’ah adalah pengambilan manfaat 
suatu benda dengan imbalan tertentu, dalam pengambilan manfaat tersebut 
bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa 
menyewa suatu barang, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang 
disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barangnya semula. Sebagai 
imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban 
memberikan bayaran/biaya sewa.  
 Sedangkan ijārah bi al-‘amāl , yaitu akad ijārah terhadap sesuatu 
pekerjaan tertentu, seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu 
bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit pakaian, mengupah seseorang 
untuk mewarnai kain, mengupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan 
sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk 
melakukannya.
16
 
                                                             
16
 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, hlm. 83. 
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Dari seluruh definisi-definisi yang telah diuraikan diatas jelaslah bahwa 
pengertian ijārah bi al-‘amāl adalah sebuah perjanjian atau akad yang dilakukan 
antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat timbal balik antara pihak 
mu’ajjir sebagai orang yang menyewakan manfaat jasa atau manfaat pekerjaan 
dan pihak musta’jir sebagai pihak yang menyewa para pemberi jasa atau pekerja, 
akad ini dilakukan atas dasar saling ketergantungan dan saling keterikatan 
kebutuhan di antara para pihak tersebut. 
2.1.2. Dasar Hukum Ijārah bi Al-‘Amāl 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi dasar legalitas 
implementasi akad ijārah dalam aktifitas muamalah masyarakat. Seperti dalam 
firman Allah dalam surat az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi: 
 ُۡمَنأ  ِيف ُۡمَهتَشيِع أم ُمَهنَۡيب َانۡمََسق ُنَۡحن ََۚكِّبَر َتَمۡحَر َنُُمِسَۡقي ِة ُٰ َيَحۡلٱ  ََۚايۡن ُّدلٱ  َانَۡعفَرَأ
 اأم ِّم ٞوۡيَخ َكِّبَر ُتَمۡحَرَأ ۗا ّٗيِوۡخُس اٗضَۡعب ُمهُضَۡعب َذِخأَتيِّل  ت َٰجَرَد  ضَۡعب َق ُۡ َف ُۡمهَضَۡعب
 َنُُعَمَۡجي٢   
Artinya: ‘’Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. az-Zukhruf: 32) 
Selanjutnya  firman Allah dalam surat Al-Baqarah’ ayat 233 juga relevan 
sebagai dasar hukum akad ijārah bi al-‘amāl yang berbunyi:17 
 َنأ ۡمُّودََرأ ِۡنإَأ أم ُمتۡمألَس اَذِإ ۡمُكَۡيلَع َحَانُج ََلَف ۡمُكَد
َٰلَۡأأ با  ُ ُعِضَۡوتَۡسو  ا  ِب ُمتَۡيواَء ِۗفأُوۡعَمۡلٱ 
 َأ باُُقأوٱ  َ أللّٱ  َأ با  ُ َُملۡعٱ  أَنأ َ أللّٱ  ٞويَِصب َنُُلَمَۡعو اَمِب ٢٢  
                                                             
17
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 130. 
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Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan..” (QS. Al-Baqarah’: 233). 
 
Dalil selanjutnya terdapat dalam sabda Rasulullah SAW: 
 َْلأا اُوطْعَأ ِْي  ج ُُهقَرَع َّف َيَ ْنَأ َلْبَِق ُهَرْجَأ َر. (هجام نبإ هاور).  
Artinya: “Berikanlah Upah Pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu 
Majah).
18
 
Imam Muslim meriwayatkan, “Rasulullah melarang akad muzara’ah (bagi 
hasil dengan bibit dari pemilik tanah) dan menganjurkan ijārah.” Dalam sebuah 
riwayat disebutkan, “Ali bin Abi Thalib pernah bekerja kepada seorang seorang 
wanita. Dia mengambil air untuk orang wanita tersebut. Setiap satu timba, dia 
diberi imbalan sebiji kurma. Dia mencapai enam belas timba.”: 
 َع ْن  َع  ل  ي  َر  ض َي  ُللا  َع ْن ُه  َق َلا  : ُج ْع ُت  َم  ر  ة  ُج ْو  ع َش ا 
 د ْي  د َف ،ا َخ َر ْج ُت   ل َط َل  ب  ْلا َع َم  ل ْ  ف ،  َع َو  لا ْلا  َم  د ِْي َن  ة ،
 َف  ا َذ َا ا َن  ب ا  ا ْم َر َأ  ة  َق ْد  ََج َع ْت  َم َد  را َف ا َظ َِن ْن ُِت َه ُت ا  ر ْي ُد  َِب َّل ُه َِف ، َق َطا ْع ُِت َه ُك ا َّل  َذ ُِن ْو  ب  َع َل َْتم ى َر  ة َف ، َم َد ْد ُت  
 س َّت َة  َع َش َر 
 َذ ُِن ْو  ب َح ا َّتّ  َمج  َل ْت  َي َد َيا َُّث ،  َا َِت ْي ُِت َه َِف ا َع َّد ْت  ْ  ل   س َّت  َع ْش َر َة  َْتم َر  ة  َف َا َِت ْي ُت  َّنلا َّ  ب  َص َّل ُللا ى  َع َل ْي  ه  َو  َس َّل َم ،
 َف َا ْخ َِب ْر ُت ُه  َف َا َك َل  َم  ع ْي   م ِْن َها( .دحما هاور.)   
Artinya: “Dari Ali r.a, ia berkata: “Pada suatu ketika aku pernah sangat 
kelaparan, lalu aku keluar untuk mencari pekerjaan di desa-desa di 
Madinah, tiba-tiba kujumpai seorang perempuan yang sedang 
mengumpulkan tanah yang kuduga dia hendak membasahinya dengan 
air, lalu kutolong dia dengan upah setiap timba sebiji kurma. Aku dapat  
menghasilkan enam belas timba sehingga tanganku lecet. Kemudian 
aku datang kepadanya, (lalu aku diberi kurma) dan setelah kuhitung 
                                                             
18
 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah,, 2009), hlm. 
511, Hadits ke-2443. 
19 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Bustanul Al-Ahbar Mukhtashar Nailul al-
Authar, Jilid 4, (Ter. Mu’ammar Hamidy, Imron AM, Umar Fasany B.A), (Surabaya: PT Bina 
Ilmu, 2007), hlm .1885, Hadits ke-3088. 
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kurma itu sebanyak enam belas biji kemudian aku datang ke tempat 
Nabi saw, maka kuceritakan kepadanya, lalu ia makan sebagian kurma 
itu bersamaku. (HR. Ahmad). 
Syaikh Imam Syaukani rahimahullah berkata: Hadist Ali itu menerangkan, 
bahwa para sahabat itu juga sangat butuh, lapar, sabar atas kelaparannya dan 
berkorban serta bersusah payah mendapatkan penghasilan buat makan sehingga 
dapat menjaga dirinya dari meminta-minta dan mengharap-harapkan. Mushannif 
Ibnu Taimiyah membawakan hadist tersebut untuk menunjukkan bolehnya 
bekerja sebgai buruh dalam waktu-waktu tertentu, yaitu misalnya buruh tersebut 
bekerja untuk mengerjakan pekerjaan tertentu (dalam waktu tertentu) dan dengan 
upah tertentu pula, sekalipun pada permulaan kali tidak dijelaskan ketentuan 
seluruh pekerjaan dan sejumlah upah-upah itu.
20
 
 Sa’id bin al-Musayyab meriwayatkan dari Sa’ad RA, dia berkata, “Kami 
menyewakan tanah dengan imbalan beberapa suq palawija yang ditanam di tanah 
tersebut. Rasulullah melarang tindakan tersebut dan memerintahkan kami untuk 
menyewakan tanah dengan uang sewa berupa emas atau perak.”21 
Abu Umamah at-Taimi meriwayatkan, “Aku berkata kepada Ibnu Umar, 
“Kami adalah kaum yang hidup dengan cara menyewakan tanah. Namun, kaum 
lainnya menganggap haji kami (yang dibiayai dengan hasil sewa tanah tersebut) 
tidak sah.’Ibnu Umar berkata, ‘’Bukankah kalian membaca talbiyah dan 
melakukan sa’i antara shafa dan marwah’’ Dahulu ada seseorang lelaki menemui 
Rasulullah dan menanyakan hal yang sama, seperti yang engkau tanyakan 
                                                             
20 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Bustanul Al-Ahbar Mukhtashar Nailul al-
Authar, hlm .1887. 
21
 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, hlm. 38. 
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kepadaku. Beliau belum menjawabnya sampai akhirnya turunlah surat Al-Baqarah 
ayat 198 yang berbunyi:
22
 
 َسَۡيل  َۚۡمُكِّب أر ن ِّم ٗلََۡضف باَُُغتَۡبو َنأ ٌحَانُج ۡمُكَۡيلَع.  
Artinya: ‘‘Bukanlah suatu dosa bagi kalian mencari karunia dari Rabb kalian’’ 
(QS. al-Baqarah:198). 
Selain dalil naqli di atas juga terdapat dalil ijma’ yaitu umat Islam pada 
masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijārah sebelum keberadaan 
Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat terhadap manfaat ijārah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap 
barang yang riil dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad 
ijārah manfaat harus diperbolehkan juga. 
Untuk masa sekarang seperti yang diketahui dari seluruh aspek-aspek 
kehidupan dalam masyarakat, kebutuhan manusia mendesak terhadap manfaat 
tempat tinggal, kendaraan, pelayanan, peralatan, dan sebagainya mendorong 
adanya akad ijārah, sama halnya seperti benda. Ketika akad jual beli benda 
diperbolehkan, tentu akad ijārah pun diperbolehkan juga, sebagaimana 
diperkenankannya akad salam dan akad-akad gharar lainnya.
23
 
2.2. Rukun dan Syarat Ijārah bi Al-‘amāl 
2.2.1. Rukun Ijārah bi Al-‘amāl  
 Rukun merupakan hal yang sangat esensial, artinya bila rukun tidak 
terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu 
perjanjian tidak sah (batal). Menurut Hanafiah, rukun ijārah hanya satu, yaitu ijab 
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dan qabul, yakni pernyataan dua pihak yang melakukan aqad sewa-menyewa. 
Lafaz yang digunakan adalah lafaz ijārah, isti’jar, dan ikra’. 
 Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijārah itu ada empat, yaitu: 
1. ‘Aqid yaitu mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan aqad sewa-
menyewa atau upah-mengupah. Al-mu’jir terkadang juga disebut dengan al-
ajir, al-makary yang ketiganya mengacu pada makna yang sama. Penyewa 
yaitu orang yang sama. Penyewa yaitu orang yang menyerahkan barang 
sewaan dengan akad ijārah. Sehubungan dengan ini ada juga istilah al-ajir 
yaitu orang yang menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja. Sedangkan yang 
dimaksud dengan al-musta’jir adalah orang yang menyewa agar akad ijārah 
sah.
24
 
Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan 
pembeli, diantaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak harus 
sudah baligh dan mampu menata agama dan mengolah kekayaannya dengan baik. 
Dengan demikian, ijārah yang dilakukan oleh anak-anak meskipun dia telah 
mempunyai pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk 
membelanjakan hartanya karena bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan 
keuntungan, hukumnya tidak sah. Namun demikian, orang kafir sah melakukan 
akad ijārah dengan orang muslim, seperti yang dipraktikkan oleh Ali tentang 
ijārah dalam bentuk tanggungan, dengan kata lain, ijārah hanya sah dilakukan 
oleh orang yang diperkenankan mebelanjakan hartanya karena ijārah merupakan 
akad yang berorientasi pada keuntungan, seperti halnya jual beli. 
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Hukum barang tidak boleh disewakan karena larangan syar’i sama dengan 
larangan yang bersifat kongkret. Jadi sama halnya dengan menyewa jasa untuk 
mencabut gigi yang sehat, dan menyewa jasa wanita haid untuk merawat masjid 
hukumnya tidak sah. Demikian juga dengan menyewa jasa istri orang lain untuk 
menyusui atau pekerjaan lain tanpa izin suaminya, hukumnya tidak sah, menurut 
pendapat ashah.
25
 
2. Shighat
26
, yaitu ijab qabul, ijab (ungkapan transaksi) dan qabul (persetujuan 
transaksi) antara mu’jir dan musta’jir. Secara umum, shighat ijārah 
diisyaratkan bersesuaian dengan bersatunya majlis akad seperti yang 
dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijārah tidak sah bila ijab 
qabul tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. 
Selain itu, seperti pada transaksi muamalah yang lain akad harus disertai 
syarat yang sejalan dengan maksud ijārah. Misalnya seorang yang menyewakan 
tanah kepada orang lain dengan syarat ia menempatinya selama satu tahun. Syarat 
yang dikemukakan dalam akad ini membuat objek akad ijārah tersebut bisa 
langsung diserahkan kepada penyewa. Sementara salah satu syarat sahnya ijārah 
di atas bahwa objek akadnya bisa langsung dimanfaatkan dan diserahterimakan. 
Kalau akad itu masih tetap dipertahankan maka ijārah itu baru sah dan berlaku 
mengikat semenjak rumah itu diserahkan kepada penyewa.
27
 
Begitu juga dengan suatu pekerjaan yang telah diamanahkan kepada orang 
lain, maka orang yang menerima pekerjaan tersebut terikat dengan pekerjannya 
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sampai selesai sesuai dengan yang telah disepakati. Sejalan dengan kandungan 
dan hadist di atas jumhur ulama sepakat bahwa ijārah hukumnya boleh. Allah 
sangat menyukai orang-orang yang berusaha dan mencari rezeki yang halal lagi 
baik, bukan harta yang di dapatkan dengan cara yang dilarang olehnya. 
3.  Ujrah atau Ma’qud alaih28, sama seperti transaksi lainnya, ijārah juga 
terdapat dua buah objek akad, yaitu  pekerjaan dan upahnya. Kedua objek 
tersebut mempunyai persyaratannya masing-masing yaitu sebagai berikut:
29
 
a) Pekerjaan yang diijārahkan bukanlah merupakan ibadah  fardhu seperti 
shalat, puasa dan sebagainya. Dalam konteks lain, seperti membaca Al-
Qur’an, mengajar ilmu pengetahuan dan azan, mazhab Hanafi dan Hambali 
dengan Syafi’i dan Maliki berbeda pendapat atas pengupahan seseorang 
yang mengajar Al-qur’an dan ilmu pengetahuan, Hanafi dan Hambali 
mengharamkannya karena kedua pekerjaan tersebut termask fardhu ‘ain, 
sama seperti shalat dan puasa. Namun Syafi’i dan Maliki berpendapat 
bahwa dibolehkan para pengajar untuk menerima imbalan atas alasan 
adanya kerja yang jelas dengan bayaran yang jelas pula.
30
 
b) Pekerjaan yang diijārahkan bukan suatu yang bermanfaat bagi si pekerja: 
maksudnya adalah pekerjaan tersebut bukan suatu yang menguntungkan 
bagi pekerja selain dari keuntungan sebuah gaji.
31
 
4. Manfaat jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
32
 
2.2.2. Syarat Ijārah bi Al-‘amāl 
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 Adapun syarat ijārah sebagaimana yang disebut Nasrun Haroen sebagai 
berikut:
33
 
1. Terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila 
orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, 
ijārahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah 
berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia 
baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan 
akad al-ijārah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. 
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad 
al-ijārah. Apabila salah seoarang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, 
maka akad al-ijārah nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. 
An-Nisa: 29 yang berbunyi: 
َاهَُّيأ َٰي  َنيِذألٱ  ِب مَُكنَۡيب مَُكل َُٰ َۡمأ با  ُ ُلُكَۡأو َلَ باُُنَماَء ِلِط َٰبۡلٱ   ضاََوو نَع ًةَو
َِٰجو َنَُُكو َنأ  ألَِإ
 أِنإ َۚۡمُكَُسفَنأ با  ُ ُ ُلتَۡقو َلََأ َۚۡمُكن ِّم َ أللّٱ  اٗميِحَر ۡمُِكب َناَك ٢  
Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan 
yang berlaku suka sama suka”(Q.S. An-Nisa: 29). 
3. Pekerjaan yang menjadi objek al-ijārah harus diketahui, sehingga tidak 
muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila pekerjaan yang menjadi 
objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan pekerjaan itu dapat 
                                                             
33
 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: 
Prenadamedia Grup, 2010), hlm. 279. 
34 
 
 
 
dilakukan dengan menjelaskan jenis pekerjaannya dan penjelasan berapa 
lama pekerjaan itu harus diselesaikan. 
4. Objek al-ijārah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan 
tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak 
boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan 
hasilnya secara langsung oleh penyewanya. 
5. Objek al-ijārah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu, para 
ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk 
menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk 
dijadikan tempat-tempat maksiat. 
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya 
menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau 
menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para 
ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak 
sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri. 
7. Objek al-ijārah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, 
menyewa seseorang penjahit untuk menjahit pakaian. 
8. Upah atau sewa dalam al-ijārah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 
memiliki nilai ekonomi.
34
 
2.2.3. Macam-Macam Ijārah 
 Ijārah ada dua macam yaitu Ijārah ‘ain dan Ijārah dzimmah: 
1) Ijārah ‘ain35 
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Suatu akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung 
dengan bendanya, seperti mempekerjakan orang tertentu untuk melakukan 
sesuatu. 
2) Ijārah dzimmah36 
Akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewa jasa 
penjahit untuk membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau 
melakukan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini, sebagai tanda persetujuan akad pihak 
kedua mengucapkan shighat qabul, “Aku terima, “atau “Aku terima kontrak kerja 
tersebut”. 
Keabsahan menyewakan tanah tiada lain mesti menggunakan akad ijārah 
‘ain karena penyewaan tanah tidak dapat ditetapkan dalam bentuk tanggungan. 
Adapun penyewaan barang selain tanah bisa dilakukan dengan dua cara, ijārah 
‘ain dan ijārah dzimmah. Apabila pihak pertama berkata kepada pihak kedua, 
“Aku mengontrakmu untuk mengerjakan pekerjaan ini”, menurut pendapat ashah, 
termasuk ijārah ‘ain karena ia berhubungan langsung dengan orang kedua. 
Upah dalam ijārah dzimmah diisyaratkan harus diserahkan di majlis akad, 
sama seperti pembayaran harga dalam akad salam. Upah tidak boleh ditunda, 
diganti dengan yang lain, dialihkan kepada dan dari mustajir, dan tidak boleh 
dibebaskan. Ketentuan ini, seperti yang berlaku dalam akad salam karena 
penerima pesanan (penjual) telah sanggup memberi jaminan dengan menyerahkan 
barang pesanan pada waktu yang telah disepakati. 
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Sementara itu, dalam ijārah ‘ain upah tidak disyaratkan harus diserahkan 
di majlis akad, upah boleh dibayar lebih dulu atau ditunda jika upah tersebut 
dalam tanggungan, sama seperti harga dalam akad jual beli. Apabila ijārah 
bersifat mutlak, upah harus segera diberikan. Upah dibayar secara tunai sama 
seperti pembayaran harga dalam jual beli secara mutlak. Apabila upah telah 
ditentukan bersifat mutlak atau dalam tanggungan, maka ia dapat dimiliki saat itu 
juga melalui akad sebagai langkah antisipasi. Oleh sebab itu ketika masa 
penyewaan telah berlalu tanpa ada rintangan mu’jir berhak memperoleh upah 
sebagai kompensasi akad tersebut.
37
 
2.3. Pendapat Ulama tentang Objek Akad Ijārah bi Al-‘amāl  dan 
Konsekwensinya Bagi Para Pihak 
 Hendaknya objek akad (pekerjaan) diketahui sifatnya guna menghindari 
perselisihan. Jika pekerjaan itu tidak jelas dan menyebakan perselisihan, maka 
tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan 
sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (pekerjaan) 
terwujud dengan penjelasan tempat bekerja, dan penjelasan objek kerja dalam 
penyewaan para pekerja. 
2.3.1. Penjelasan waktu kerja 
Penjelasan waktu kerja adalah hal yang sangat penting dalam penyewaan 
seseorang untuk bekerja. Hal itu karena objek akad menjadi tidak jelas kadarnya 
kecuali dengan penentuan waktu kerja tersebut. Oleh karena itu, tidak 
menyebutkan penjelasan kerja akan menyebabkan pertikaian di antara para pihak. 
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Ijārah hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini 
adalah pendapat mayoritas ulama Syafi’iyah dalam pendapat yang shahih. 
Mayoritas ulama mazhab ini mengatakan bahwa akad ijārah adalah sah dalam 
waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan 
para ahli dan masa penyewaan tidak ada batas terlamanya karena tidak ada 
ketentuannya dalam syar’i. 
 Syafi’iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu, dalam pendapat 
shahihnya, mereka mengatakan bahwa jika ada seseorang menyewakan jasa setiap 
orang satu dinar, atau setiap hari atau setiap jumat atau setiap tahun, maka ijārah-
nya batal. Hal itu karena setiap bulan ia membutuhkan akad baru karena ia telah 
menyendirikan upah untuk setiap bulannya. 
 Adapun menurut mayoritas ulama, akad ijārah itu dianggap sah pada 
bulan pertama dan statusnya mengikat, sedangkan bulan-bulan pertama dan 
setelahnya tidak mengikat kecuali setelah masuk pada bulan-bulan itu karena 
dengan masuknya ke bulan-bulan itu telah adanya akad yang berisi kesepakatan 
upah, maka hal itu dianggap memulai akad yang baru lagi.
38
 
2.3.2. Penjelasan Objek Kerja 
Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah 
tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan objek 
kerja dapat menyebabkan perselisihan dan rusaknya akad. Jika ada orang yang 
menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit, 
mengembala, mencangkul, mengawasi, menjaga, menulis, mengantar barang, 
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mendidik, menyusui, mencuci pakaian, merawat, dan sebagainya, maka akad itu 
tidak sah. 
 Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan 
menunjukkan atau menentukannya dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, 
dan sifatnya. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka 
harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman dan lebar sumur berbeda-
beda sesuai dengan kondisi-kondisi itu.
39
 
2.3.3. Penentuan Waktu dan Objek Kerja Sekaligus 
Jika diharuskan adanya penentuan waktu dalam penyewaan manfaat 
barang, seperti dalam menyewakan rumah dan lainnya, dan diharuskan pula 
adanya penentuan objek kerja dalam penyewaan atas pekerjaan (sewa tenaga), 
seperti menjaga parkir dan lainnya, maka apakah penggabungan antara 
persyaratan waktu dan objek kerja adalah diperbolehkan. 
 Menurut ulama Hanafiyyah, penentuan jenis kerja dalam penyewaan 
manfaat barang tidak disyaratkan, sehingga apabila ada orang menyewa rumah 
atau toko dan tidak menyebutkan apa yang akan ia kerjakan di dalamnya, maka 
hukumnya boleh. Dengan demikian orang itu boleh menempatinya bersama orang 
lain, mengizinkan orang lain tinggal disitu dengan akad sewa atau pinjaman, 
meletakkan  barang dan lainnya, dan sebagainya. Hanya saja ia tidak 
menggunakannya untuk hal yang merusak rumah itu, seperti mengizinkan tukang 
besi, tukang pemutih pakaian, dan tukang giling. Hal itu dikarenakan akad mutlak 
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(tanpa penjelasan rinci) dibatasi dengan hal-hal yang berlaku umum dalam 
masyarakat. 
 Adapun dalam penyewaan tenaga maka disyaratkan penjelasan masa sewa 
dalam penggembala kolektif. Karena tanpa penjelasan waktu tersebut, maka objek 
kerja menjadi tidak jelas. Sedangkan dalam penyewaan tukang pemutih pakaian 
dan tukan jahit kolektif maka tidak disyaratkan penjelasan waktu karena objek 
kerja telah jelas tanpa penentuan waktu tersebut. Adapun bagi pekerja khusus 
maka tidak disyaratkan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat kerja, tetapi 
disyaratkan penjelasan waktu. Begitu pula, disyaratkan penjelasan waktu sewa 
dalam penyewaan seorang perempuan untuk menyusui. 
 Konsekuensi hukum ijārah yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan 
upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan. Hal itu karena ijārah adalah 
akad mu’awadhah40 (tukar-menukar) karena ia adalah jual beli manfaat.
 Konsekuensi hukum ijārah yang tidak sah adalah jika penyewa telah 
mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah yang berlaku umum, yaitu 
tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, menurut ulama 
Hanafiyah, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah 
yang telah ditetapkan. Hukum ini berlaku jika ketidakabsahan ijārah disebabkan 
dengan adanya syarat fasid, bukan karena tidak diketahuinya upah yang telah 
ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah. Dalam kedua kasus 
tersebut wajib membayar upah sebesar apapun upah itu. 
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 Sedangkan Zufar, Malik, dan Syafi’i berpendapat bahwa dalam ijārah 
yang tidak sah maka orang yang menyewakan wajib membayar upah tertinggi, 
sama seperti dalam jual beli. Jika jual beli itu tidak sah, maka wajib membayar 
nilai betapapun tingginya. 
2.4. Pendapat Ulama tentang Ketentuan Upah dan Sistem Perhitungannya 
Terdapat dua macam ketentuan upah menurut pandangan ulama, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Ketentuan ini 
disepakati oleh para ulama, maksud dari ketentuan ini sudah dibahas lebih 
detail dalam pembahasan jual beli. Landasan hukun disyaratkan mengetahui 
upah adalah hadist riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
 َع ْن َ
 
ٲ ْ  ب  ُه َر ِْي َر َة  َو َ
 
ٲ ْ  ب  َس  ع ْي  د:  َق َلا َم  ن  ْسا َتأ َج َر  َا  ج ِْي  ر َِف ا ْل ُِي ْع 
 ل ْم ُه َ
 
ٲ ْج َر ُه( .ق زرلا دبع هاور.)   
Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata, “Barang siapa 
mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya”. 
(HR. ‘Abd ar-Razzaq). 
Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika 
upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedang 
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menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan 
tempat untuk pelunasan.
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Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika 
seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau 
menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak 
dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal 
aturannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.
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Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau 
menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk 
pembantu itu. Hal itu karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, 
sebagaimana menyewa seseorang perempuan untuk menyusui ditambah makan 
dan lainnya.
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Pandangan Ulama Mazhab tentang ijārah bi Al-‘amāl  menurut istilah 
syari’at islam sebagai berikut: 
a. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahawa ijārah adalah suatu transaksi yang 
memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya 
untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya 
imbalan.
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b. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain ijārah dalam masalah ini ada 
yang diistilahkan dengan kira’, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi 
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untuk istilah al-ijārah mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian 
terhadap manfaat dari al-adamy (manusia) dan benda-benda bergerak 
lainnya, selain kapal laut dan binatang. Sedangkan kira’ menurut istilah 
mereka, digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, 
namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-
kadang juga digunakan.
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c. Mazhab Syafi’i berpendapat, ijārah adalah suatu akad atas suatu manfaat 
yang dibolehkan oleh syara’ dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, 
dan dibolehkan menurut syara’ disertai sejumlah imbalan yang diketahui.47 
d. Hanabilah berpendapat, ijārah adalah akad atas suatu manfaat yang 
dibolehkan menurut syara’ dan diketahui besarnya dalam waktu tertentu 
dengan imbalan yang diketahui.
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 Dilihat dari pertanggungan risiko dalam bekerja, para ulama mempunyai 
beberapa pendapat. Menurut ulama fuqaha bahwa buruh itu tidak menanggung 
barang yang rusak ditangannya, atau barang yang diupahkan kepadanya selama 
tidak melampaui batas, kecuali pembawa makanan dan tukang giling. Malik 
mengharuskan dia menanggung kerusakan yang terjadi ditangannya, kecuali jika 
ada saksi yang menunjukkan atau membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan 
karena perbuatannya.
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 Para ulama fiqih (Fuqaha) berselisih pendapat tentang keharusan para 
tukang menanggung barang-barang yang telah di serahkan, yang kemudian 
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didakwa rusak. Menurut Malik, Ibnu Abi Laila, dan Abu Yusuf, Mereka Harus 
menanggung barang yang rusak ditangan mereka itu. Menurut Abu Hanifah orang 
yang bekerja tanpa upah dan orang yang bekerja secara khusus tidak diharuskan 
menanggung kerusakan. Tetapi orang yang hanya ikut-ikutan bekerja (al-
musytarik) dan orang yang bekerja dengan memperoleh upah, harus menanggung 
kerusakan.
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2.4.1. Kadar Jasa Yang disewakan 
 Kadar jasa yang disewakan adakalanya diukur dengan waktu, fungsi, atau 
tempat dan lain sebagainya. Kadar jasa yang hanya dibatasi waktu misalnya 
setahun atau sebulan, seperti menyewakan penjahit pakaian, dan pembantu rumah 
tangga misalnya setahun, sebulan, seminggu, atau sehari. 
 Adapun kadar jasa secara fungsi, contohnya menyewakan jasa penjahit 
kain tertentu menjadi baju atau selendang. Kadar jasa tersebut diketahui dengan 
sendirinya tanpa pembatasan waktu. Apabila mu’jir membatasi penyewaan jasa 
dalam tanggungan dengan waktu dan fungsi dalam satu akad, contohnya 
mengontrak seseorang untuk menjahit kain pada siang hari, maka hukumnya tidak 
sah, menurut pendapat ashah, karena ada unsur gharar, mengingat kadangkala 
pekerjaan telah selesai lebih dahulu atau malah kadang tertunda. 
Dalam buku-buku susunan ulama Irak disebutkan bahwa manfaat dalam 
penyewaan jasa terbagi menjadi tiga macam: 
1. Manfaat yang hanya dibatasi oleh waktu, seperti jasa menyusui, jasa tukang 
bangunan, karena kadar menyusui hanya dapat diukur dengan waktu. 
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2. Manfaat yang hanya dibatasi oleh fungsi, contohnya jasa untuk menunaikan 
haji, jasa penjualan tekstil, jasa pengiriman barang. 
3. Manfaat yang dibatasi oleh waktu berikut fungsi sekaligus, contohnya 
penyewaan jasa penjahit. Pembatasan ini berlaku dalam penyewaan dalam 
tanggungan, misalnya seseorang berkata, “Aku pesan kepadamu untuk 
menjahitkan pakaian selama sehari atau sebulan”, “hukumnya tidak sah, 
sebagaimana kasus yang telah disinggung di depan. 
 Jasa mengajar al-Qur’an juga dibatasi dengan waktu misalnya sebulan, 
seperti halnya sewa menyewa jasa menjahitkan pakaian selama sebulan, atau 
dengan menentukan pakaiannya.
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2.4.2. Upah dalam Pekerjaan Ibadah 
 Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap 
pekerjaan-pekerjaan ibadah yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan 
kepada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa al-ijārah dalam perbuatan 
ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, 
puasa, haji, atau membaca al-qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang 
tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muazzin, 
menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis hukumnya haram mengambil upah dari 
pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW: 
 َْحمَّرلا  دْبَع ْنَع  نا  ْب ن   ش ْب  ل  َع ن  َّنلا   ب  َق ،ص َلا :  ا ِْق َر ُؤ ْلا ا ُق ْر َنآ َو ، َل َِت  ْغ ُل ْو  ف ا ْي  ه َو ، َل ََْ   ُف ْو َع ا ْن ُه َو ، َل َت  ْأ ُك ُل ْو ا
  ب  ه َو ، َل َت  ْس َت ْك  ث ُر ْو  ب ا  ه( .دحمأ هاور.)   
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Artinya: “Dari Abdurrahman bin Syibl r.a. dari Nabi saw., ia bersabda: 
“Bacalah al-Qur’an dan kamu berlebih-lebihan dan jangan kamu berat-
beratkan, janganlah kamu cari makan dengannya, dan jangan kamu 
mencari kekayaan dengannya”. (HR. Ahmad). 
 Perbuatan seperti azan, shalat, haji, membaca al-Qur’an, dan dzikir adalah 
tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah, karenanya tidak boleh 
mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah, namun demikian pendapat 
imam As-Syafi’i mengatakan bahwa boleh mengambil pemberian sesuatu 
terhadap orang yang mengajarkan Al-Quran. 
 Sebagai ilustrasi sering di jumpai pada beberapa daerah di Indonesia 
apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal 
wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca al-Qur’an di 
rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang 
sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur’an dan zikir-zikir 
tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya 
tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti ini batal menurut hukum islam, 
karena yang membaca al-Qur’an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) 
maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikit pun. Persoalannya 
kemudian apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayyit.
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 Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah, para ulama 
memfatwakan kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai 
perbuatan baik. Pengajar al-Qur’an, guru agama di sekolah atau di tempat lain, 
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dibolehkan mengambil atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena 
mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat 
mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas 
tersebut. 
 Menurut mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-
pekerjaan mengajar al-Qur’an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk untuk 
mewujudkan kemaslahatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika 
tujuannya termasuk kepada taqarrub kepada Allah. Mazhab Maliki, Syafi’i, dan 
Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur’an 
dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari 
perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu 
Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur’an 
dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan 
alasan tidak ada nash yang melarangnya.
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2.5. Prinsip-prinsip Subtansial Dalam Penetapan Upah dan Urgensinya 
dalam Mewujudkan Kepentingan Para Pihak 
Upah memegang peranan penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan 
kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang 
pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah 
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pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai 
kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 
 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan Setiap pekerja/buruh 
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1). Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan 
itu meliputi: 
a. upah minimum. 
b. upah pekerja lembur. 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan sesuatu kegiatan lain di luar 
pekerjaannya. 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 
f. bentuk dan cara pembayaran upah. 
g. denda dan potongan upah. 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional. 
j. upah untuk pembayaran pesangon. 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
 
 Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup 
layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah 
minimum dapat terdiri atas: 
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota. 
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 Upah minimum sebagaimana dimaksud di atas diarahkan kepada 
pencapaian kebutuhan hidup layak. Pengusaha dilarang membayar upah lebih 
rendah dari upah minimum. Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas 
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 
buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan tersebut 
lebih rendah atau bertentangan dengan perundang-undangan, kesepakatan tersebut 
batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan 
Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 
pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan, diyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 
persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas 
dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan 
baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. 
 Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang 
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 
yang telah atau akan dilakukan. 
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 Dari pengertian di atas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan 
berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai 
upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan 
standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah yang lazim 
disebut upah minimum atau dalam era otonomi daerah seperti sekarang disebut 
dengan istilah upah minimum provinsi. 
 Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan 
berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah 
tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan 
yang sama nilainya.
55
 Penyewaan jasa makelar untuk menarik minat pembeli, 
hukumnya tidak sah, meskipun dapat mempercepat barang dagangan laku, karena 
perkataan tidak mempunyai nilai ekonomis. Demikian juga tidak sah menyewakan 
dirham dan dinar untuk menghias toko dan sejenisnya, dan menyewakan anjing 
yang terlatih untuk berbsuru menurut pendapat yang ashah. Karena manfaat 
menghias toko menggunakan uang emas atau perak tidak mempunyai nilai 
ekonomis, sehingga tidak bisa dikompensasikan dengan uang. 
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EKSISTENSI PEMBINA SANTRI DAYAH DARUL ULUM BANDA ACEH 
DAN TINGKAT GAJINYA SEBAGAI PRESTASI KERJA DALAM 
PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-‘AMĀL 
3.1. Monografi Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan Yayasan Pembangunan 
Umat Islam Jambo Tape Banda Aceh 
Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh (Ma’hadu Dārul ‘Ulūm al-
‘Ashry) adalah pondok pesantren terpadu yang mengkolaborasikan pendidikan 
ilmu pengetahuan agama Islam dengan pendidikan ilmu pengetahuan umum. 
Didirikan pada tahun 1990 dan tepat pada tanggal 1 Juni 2018 akan genap usianya 
28 tahun. Darul Ulum Banda Aceh merupakan Pesantren di bawah naungan 
Yayasan Pembangunan Umat Islam berdiri di atas tanah milik yayasan seluas ± 
48.938 m² yang beralamat di Jalan Syiah Kuala nomor 5 Gampong Keuramat 
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Lokasi ini menempatkan 
Darul Ulum Banda Aceh berada di tengah-tengah kota Banda Aceh dan hanya 
berjarak ± 2 km dari Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. 
Pesantren yang saat berdirinya hanya memiliki 14 orang santri ini, pada 
awalnya hanya membuka satu jenjang pendidikan formal yaitu Madrasah 
Tsanawiyah. Dan seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun pelajaran 
1993/1994, barulah di buka jenjang menengah atas (Madrasah ‘Aliyah). Dan 
dengan bergabungnya SMP Islam di bawah naungan pesantren pada tahun 
pelajaran 2000/2001 (sebelumnya berdiri sendiri), maka hingga saat ini Darul 
Ulum Banda Aceh memiliki 3 buah lembaga pendidikan formal yang 
melaksanakan kurikulum nasional, yaitu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum 
Banda Aceh, SMP Islam Darul Ulum Banda Aceh, dan Madrasah Aliyah Darul 
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Ulum Banda Aceh, dengan total keseluruhan santri hingga saat ini sebanyak ± 950 
orang. 
Kurikulum pesantren (al-Manaahij al-Ma’hadiyah) yang diterapkan 
meliputi pengetahuan tentang Aqidah, Akhlaq, al-Quran (Qiraatul Quran wa 
Tajwid, Ulumul Quran, Tafsir), Hadits (Hifdzul Hadits, Musthalah al-Hadits), 
Fiqh (qiraatul kutub al-Islamiyah), pengetahuan bahasa (Nahwu, Sharaf, 
Balaghah, Muthalaah an-Nushus al-Arabiyah, Insyak, Mumarasah Lughawiyah, 
Tarjamah, English conversation, Reading, Grammar), dan ‘Amaliyah at-Tadris 
(praktek mengajar) yang diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk 
kesinambungan pendidikan Islam. Keseluruhan materi tersebut diajarkan 
berdasarkan batasan-batasan yang telah dirancang sedemikian rupa untuk setiap 
jenjangnya. 
3.2. Struktur Organisasi Pengurus Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh 
 Dalam menjalankan aktifitas keberlangsungan pengurusan Yayasan 
Pembangunan Ummat Islam Banda Aceh dirasa sangatlah penting bagi pengurus 
yayasan untuk menetapkan unsur pimpinan, wakil pimpinan, pembina dan 
petugas. Dalam hal ini penulis menyertakan isi surat ketetapan dan keputusan 
yang ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 06 juni 2018 oleh Pengurus Yayasan 
Pembangunan Ummat Islam Banda Aceh yaitu: 
1. Pimpinan Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh: Lukman Hidayat, 
S.Pd,I.,M,.Pd 
2. Wakil Pimpinan Dayah Bagian Kurikulum: Asnidar, S.HI 
3. Sekretaris Dayah: Azhari Mifarizal, S.Pd.I 
4. Wakil Sekretaris Dayah: Zulfikar, M.Pd 
5. Bendahara Dayah: Mutia Fahrina, S.Pd.I 
6. Kepala Pengajaran Dayah: Rizki Rahimullah, S.Hum 
7. Ketua Bidang Pengasuhan dan Kedisiplinan Santri: Zulfahmi, S.Pd.I 
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8. Ketua Bidang Pembinaan Akhlak dan Ubudiyah Santri: Khalilullah, S.Pd.I 
9. Ketua Bidang Hifzul Quran: Ahmad Sukardi 
10. Ketua Bidang Humas, Informasi, Sound System, dan Teratak: Heddin 
Abdullah, S.HI 
11. Ketua Bidang Pengembangan Bahasa Santri: Muhammad Sehat, S.H 
12. Ketua Bidang Seni, Keterampilan dan Olahraga: Nazaruddin 
13. Ketua Bidang Kepramukaan: Fadhilaturrizki 
14. Ketua Bidang Kesehatan Santri: Firman Azria, A.Md.Kep 
15. Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Astronomi: Rahmatul 
Fahmi 
16. Ketua Bidang Perpustakaan Santri: Rina Rahmayanti 
17. Ketua Bidang Logistik: Nazaruddin 
18. Ketua Bidang Wirausaha Dayah: Rahmatul Fahmi dan Rahmad, M.Pd 
19. Petugas Dapur: Bakhtiar 
20. Petugas Kebersihan: Lasiran dan Junaidi 
21. Petugas Perawatan Mobil Operasional Dayah: Andika Saputra, S.Sy 
22. Petugas Keamanan: Abdul Razaq, Aris Maulana, Hasril, Irwan 
 Ketetapan ini ditetapkan oleh ketua Yayasan Pembangunan Ummat Islam 
Banda Aceh Saiful Nurullah, S.Pd.I.
1
 
3.3. Kebijakan Stake Holders Dayah Darul Ulum Banda Aceh terhadap 
Sistem Penggajian guru dan karyawannya 
3.3.1. Kemampuan Yayasan Banda Aceh Dalam Menggaji Pembina 
Sebelum membahas lebih lanjut tentang hal ini penulis memaparkan 
tentang kemampuan yayasan dalam hal menggaji adalah pembahasan penting, 
seperti yang diketahui bahwa tidak mungkin sebuah instansi memberikan gaji 
yang sesuai apabila kemampuan dari instansi tersebut terbatas, disini menurut 
keterangan langsung dari pihak yayasan bahwa mereka mempunyai berbagai 
kemampuan yang bisa dikatakan sangat stabil antara lain adalah mereka 
memperoleh pendapatan langsung dengan biaya-biaya yang dibayar oleh para 
santri baik spp dan uang pembangunan, mulai dari biaya masuk sampai akhir 
                                                             
1 Data Dokumentasi Darul ‘Ulum Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2018. 
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mereka tamat. Selanjutnya yayasan juga mempunyai banyak bidang usaha yang 
dioperasikan oleh para pekerja baik berupa aset ataupun bisnis yang berjalan
2
. 
Stake Holders Dayah Darul Ulum Banda Aceh harus memiliki kebijakan-
kebijakan dan perjanjian-perjanjian baku tertulis yang kompeten terhadap sistem 
penggajian pembina dan karyawan dayah serta harus sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dalam Islam. Dari hasil data yang penulis peroleh tentang kebijakan-
kebijakan Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh sebagai perjanjian-perjanjian 
baku dalam menetapkan gaji atau upah para pembina dan karyawan tersebut 
adalah sebagai berikut:
3
 
1. Darul Ulum Banda Aceh memberikan gaji kepada seluruh pembina dan 
karyawan-karyawannya menurut seberapa lama mereka mengabdi. 
2.  Darul Ulum Banda Aceh memberikan gaji pokok terhadap seluruh pembina 
dan karyawan-karyawannya. 
3. Darul Ulum Banda Aceh memberikan tunjangan berupa tunjangan keluarga 
bagi pembina dan karyawan-karyawan yang telah berkeluarga. 
4. Darul Ulum Banda Aceh memberikan honor guru bina sebagai tambahan 
dari gaji pokok pembina dan karyawan-karyawannya. 
5. Darul Ulum Banda Aceh memberikan honor pembina OPDM juga sebagai 
tambahan dari gaji pokok pembina dan karyawan-karyawannya. 
6. Darul Ulum Banda Aceh memberikan honor pembina yang ditugaskan 
sebagai ketua/wakil dari setiap bidang-bidang yang di embannya. 
7. Darul Ulum Banda Aceh memberikan tunjangan staff sebagai tambahan 
honor dari gaji pokok. 
                                                             
2 Hasil wawancara dengan Lukmanul Hakim, Pimpinan Dayah Darul ‘Ulum, Pada tanggal 
30 September 2018, di Jambo Tape Banda Aceh. 
3 Data Dokumentasi Darul ‘Ulum Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2018. 
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8. Darul Ulum Banda Aceh memberikan honor ketua pengajaran sebagai 
tambahan dari gaji pokok yang ia terima. 
 
 
3.3.2. Tabel Honorarium atau Tunjangan yang ditetapkan pada Dayah Modern 
Darul Ulum Banda Aceh
4
 
No Honorarium/tunjangan Jumlah 
Satuan 
Jumlah Jumlah 
Anggaran 
1 Honor Pimpinan Dayah. 12 Bulan Rp 3.000.000 Rp 36.000.000 
2 Honor Wakil Pimpinan Dayah. 12 Bulan Rp 2.000.000 Rp 24.000.000 
3 Honor Sekretaris Dayah. 12 Bulan Rp 2.000.000 Rp 24.000.000 
4 Honor Staff Sekretaris Dayah. 12 Bulan Rp 400.000 Rp 4.800.000 
5 Honor Bendara Dayah. 12 Bulan Rp 400.000 Rp 4.800.000 
6 Honor Kepala Pengajaran 
Dayah. 
12 Bulan Rp 600.000 Rp 7.200.000 
7 Honor Staff Pengajaran Dayah. 12 Bulan Rp 400.000 Rp 4.800.000 
8 Honor Petugas Kebersihan 
Komplek dan Pemelihara 
sarana dan Prasarana. 
12 Bulan Rp 2.350.000 Rp 28.200.000 
9 Honor Petugas Kebersihan 
Umum dan Pemelihara sarana 
dan Prasarana. 
12 Bulan Rp 2.350.000 Rp 28.200.000 
10 Honor Petugas Operasional 
Mobil Dayah. 
12 Bulan Rp 600.000 Rp 7.200.000 
11 Tunjangan Pokok Pembina. 12 Bulan Rp 1.350.000 Rp 16.200.000 
12 Tunjangan Keluarga. 12 Bulan Rp 300.000 Rp 3.600.000 
13 Tunjangan Pengabdian. 12 Bulan Rp 40.000 Rp 4.800.000 
14 Tunjangan Ketua Bagian dan 
Pembina OPDM. 
12 Bulan Rp 80.000 Rp 9.600.000 
15 Tunjangan Pembina Asuh atau 
Guru Bina 
12 Bulan Rp 50.000 Rp 6.000.000 
16 Tunjangan Satpam (24 jam 
kerja). 
12 Bulan Rp 1.700.000 Rp 20.400.000 
17 Honor 2 orang petugas 
pembersih WC asrama putra 
dan putri. 
12 Bulan Rp 1.550.000 Rp 18.600.000 
                                                             
4
 Data Dokumentasi Darul ‘Ulum Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2018. 
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18 Honor 5 orang petugas 
kebersihan Asrama putra dan 
putri. 
12 Bulan Rp 1.550.000 Rp 18.600.000 
Sumber: Data Dokumentasi Darul Ulum Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2018 
3.3.3. Tabel Honorarium Guru Kelas dan Pengajar yang ditetapkan pada 
Pengajaran Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh 
1 Honor Wali Kelas Dayah 
Modern Darul Ulum 
Banda Aceh 
12 Bulan Rp 100.000 Rp 1.200.000 
2 Honor Pengajar Dayah 
Modern Darul Ulum 
Banda Aceh 
12 Tahun/19.440 
jam/guru 
Rp 16.000 Rp 
311.040.000 
Sumber: Data Dokumentasi Darul Ulum Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2018 
 Jam kerja guru sebagai pembina santri cenderung lebih lama dibandingkan 
dengan guru biasa, sehingga waktu dan shift kerja yang ditetapkan untuk pembina 
pada Dayah Darul Ulum melampaui jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, 
kelebihan waktu tersebut seharusnya dihitung sebagai lembur yang harus 
diberikan kompensasi atau bonus atas prestasi yang telah diberikan guru kepada 
Dayah Darul Ulum. Hal ini sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku di 
Aceh yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang 
UMP pada Pasal 2, 3, dan 5 telah diatur tentang ketentuan upah ataupun gaji 
perbulannya Rp 2.700.000 yang berlaku di seluruh Aceh. 
Penetapan rate gaji kepada pembina santri asrama di Dayah Darul Ulum 
yang bekerja sampai 18 jam perhari untuk mengawasi santri pada shift over time 
masih berada di bawah rate yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh melalui 
Pergub Nomor 67 Tahun 2017. Berdasarkan informasi dan data dokumentasi 
bahwa sistem gaji untuk guru pembina asrama masih belum dihargai dengan 
semestinya sebagai seorang guru yang telah mendedikasikan dirinya untuk 
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memberikan pengabdian terbaik secara profesional kepada lembaga pendidikan 
tempatnya bekerja yaitu Dayah Darul Ulum.
5
 Dalam hal ketentuan-ketentuan dari 
kebijakan-kebijakan stake holders Dayah Modern Darul Ulum yang telah 
dibakukan tersebut penulis merumuskan penetapan gaji pembina atau karyawan 
menurut data di atas dengan rinci tentang gaji atau upah yang diperoleh oleh 
seorang pembina misalnya, seorang pembina diberikan upah sebagai gaji pokok 
sebesar Rp 1.350.000, kemudian ditambah dengan kompensasi pengabdian selama 
pembina/karyawan bekerja terhitung sejak telah mengabdi selama 1 tahun maka 
ditambah Rp 40.000, maka bila mengabdi beberapa tahun maka kompensasi 
dikalikan sesuai tahun pengabdian tersebut, dan apabila pembina merangkap 
sebagai wali kelas maka gajinya ditambah Rp 100.000 perbulannya, serta bila 
pembina merangkap sebagai ketua bidang maka upah sebagai gaji tunjangan ketua 
bidang ditambah Rp 80.000, ditambah dengan upah sebagai tunjangan guru bina 
sebesar Rp 50.000, maka keseluruhan upah sebagai gaji yang diterima oleh 
seorang pembina yang menjadi ketua bidang tersebut perbulannya adalah sebesar 
Rp 1.620.000. Namun jika pembina tersebut telah menikah maka ia mendapatkan 
penambahan tunjangan keluarga sebesar Rp 300.000, maka total gaji pembina 
yang telah menikah tersebut adalah sebesar Rp 1.920.000. Gaji yang yang 
ditetapkan oleh pengajaran untuk satu jam mengajar adalah Rp 16.000 bagi yang 
beijazah S-1, namun bila ia masih berijazah SMA maka perjamnya adalah Rp 
12.500.
6
 
                                                             
5
 Hasil wawancara dengan Azhari Mifarizal, Sekretaris Dayah Darul Ulum, pada tanggal 20 
Juni 2017 di Dayah Darul Ulum, Jambo Tape Banda Aceh. 
6
 Data Dokumentasi Darul ‘Ulum Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2018. 
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 Berdasarkan hasil analisis dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa 
penetapan gaji pembina dan karyawan pada Dayah Modern Darul Ulum Banda 
Aceh belum memenuhi standar kelayakan baik dari ketentuan-ketentuan yang 
diberlakukan oleh pemerintah dan juga ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
dalam Islam, karena gaji yang diperoleh sangat minim sehingga tidak sesuai 
dengan pekerjaan ataupun tanggungan yang dibebankan kepada para pembina dan 
karyawan yang tergolong besar dan juga kontribusi para pembina atau karyawan 
terhadap proses belajar mengajar sangat besar. Namun demikian Stake holders 
Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh mengatakan bahwa mereka sedang 
melakukan proses perbaikan terhadap gaji para pembina dan karyawan 
kedepannya untuk lebih baik dan sesuai, dan dari hasil penelitian yang ada 
jelaslah bahwa penetapan gaji ditetapkan secara sepihak oleh pihak Darul Ulum.
7
 
3.3.4. Kontrol Kinerja 
 Dalam hal pengontrolan para pembina Dayah Modern Darul Ulum sangat 
variatif tergantung dari segi jabatan dari para pembina. Dalam hal ini sistem 
kontrol para pembina ditinjau dengan absensi pengawas yang dilakukan oleh 
pihak pengajaran dan pihak sekretaris, namun untuk hal yang terkait para pembina 
yang mempunyai jabatan ketua bidang masing-masing secara langsung dikontrol 
oleh pihak pimpinan dayah dan apabila pembina tidak bekerja sesuai yang telah 
ditetapkan maka para pembina yang bersangkutan akan dipanggil langsung 
berhadapan dengan pihak pimpinan dayah. Bila upaya yang dilakukan oleh 
pimpinan dayah tidak juga membuat para pembina aktif dalam melakukan 
                                                             
7
 Hasil wawancara dengan Lukmanul Hakim, Pimpinan Dayah Darul ‘Ulum, Pada tanggal 
30 September 2018, di Jambo Tape Banda Aceh. 
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pekerjaannya maka disini pihak pimpinan dayah akan memperikan surat 
peringatan sampai tiga kali dan untuk yang terakhir para pembina akan dipecat 
dari pekerjaan yang dimaksud dan dikeluarkan dari dayah. 
3.4. Persepsi Pembina Terhadap Penetapan dan Rate Gaji Sebagai Pengawas 
Santri Pada Jam Kerja Hingga Shift Over Time 
Dalam sistem pendidikan saat ini tidak dapat dipungkiri, bahwa kualitas 
belajar-mengajar sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja dari pembina.  Pembina 
adalah seseorang yang ditiru dan yang menjadi teladan bagi santri. karena di 
percaya dan diyakini apa saja yang disampaikan olehnya. Sebagai seorang 
pembina yang ditiru dan digugu, maka pembina memiliki peran yang sangat 
dominan bagi seorang santri. Para Ahli pendidikan di seluruh dunia sepakat 
bahwa tugas pembina ialah mendidik dan mengajar. Mendidik berarti meneruskan 
dan mngembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar dapat diartikan sebagai upaya 
meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 
Kualitas dari seorang pembina sangat erat  kaitannya dengan prestasi para 
santri. Data di atas memperlihatkan bahwa Pembina pembina di Dayah Modern 
Darul Ulum Banda Aceh rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang bagus.  
Hal ini bisa kita katakan bahwa pembina-pembina di Dayah Modern Darul Ulum 
Banda Aceh tersebut memilki kualitas yang tinggi. Inilah salah satu faktor 
pendukung banyaknya prestasi yang didapatkan oleh para santri tersebut. 
Berdasarkan data di atas terbukti bahwa sistem pendidikan dayah modern berhasil 
membentuk intelektualitas dan moralitas santri di Aceh. Santri tidak hanya dapat 
meraih juara di bidang agama saja, tetapi juga di bidang-bidang yang lain, seperti 
di bidang olahraga dan bidang studi umum.  
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Selain prestasi juara, para santri juga dapat lulus di berbagai Univesitas, 
baik dalam negeri mupun luar negeri. Semua hal ini dapat terwujud salah satunya  
karena diterapkan sistem pendidikan yang baik di dayah modern tersebut. Dalam 
hal ini para pembina sudah memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Allah SWT 
yang dinukilkan dari kitab sewa-menyewa pekerja, yaitu tentang menyewa 
seorang laki-laki yang shalih dan bisa dipercaya: 
 َو َ ق َو َلَ
َهللاَ َ ت َعَ لاَ:( َج أ ت  ساَهن مَ  ر  ي  خََّنهإ َ  ي
هم  لَاَُّيهو ق لاَ  ت رَ) َ  ي
هم  لَاَ نهزا  لْا وَ. َه دا ر أَ  ن مَ ل
هم ع  ت  س ي  َ لََ  ن م و.َ
Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-
Qashas: 26). Penjaga pembendaharaan disebut juga “Al-Amin”. Dan 
orang yang tidak mempekerjakan orang yang menginginkan pekerjaan 
itu.
8
 
  Pembina adalah satu elemen terpenting dalam setiap lembaga Dayah 
Modern. Suatu lembaga Dayah Modern tidak akan berjalan tanpa adanya salah 
satu faktor ini. Oleh karena itu, kinerja para pembina juga sangat dipengaruhi oleh 
penetapan gaji pada lembaga dayah modern dengan gaji atau upah yang sesuai 
atas pekerjaan (jasa) yang telah mereka berikan. 
Misalnya seorang wali pembina kamar santri yang dibebankan kepadanya 
sekitar dua puluh orang santri yang ditugaskan untuk membina santri-santri 
tersebut dan menjaga serta mendampingi  mereka selama berada di dayah dalam 
segala hal yang  mereka butuhkan. Pada dasarnya tugas pembina ini tidak 
mempunyai shift kerja karena mereka harus menjaga santri-santri tersebut selama 
24 jam penuh dengan apapun risiko yang harus ditanggungnya. Dengan 
memperoleh gaji sebanyak Rp 1.350.000/pembina ditambah kompensasi menurut 
                                                             
8
 Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, jilid 
13, (Ter. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 39. 
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jabatan pembina tersebut di dayah menurut data di atas masih belum memenuhi 
kriteria gaji yang layak dan sesuai.
9
 
Para pembina pada Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh dibebankan 
pekerjaan dengan ketentuan Dayah Modern misalnya untuk seorang walibina 
kamar santri juga membina sub bidang-bidang lainnya seperti bidang pengajaran, 
ubudiyah, pengasuhan, asrama, bahasa, lab komputer, dan juga mereka menjadi 
wali kelas pada sekolah dayah serta juga mereka harus menanggung berbagai 
risiko seperti cabutnya para santri di saat malam hari dari asrama, terjadinya hal-
hal lain seperti sakit atau terjadi kerusuhan antar santri dan itu semua adalah 
tanggung jawab yang harus di tanggung oleh para pembina. Namun menurut 
observasi dilapangan penulis menemukan bahwa shift kerja para pembina atau 
karyawan di Dayah Modern Darul Ulum melampaui batas sehingga mereka para 
pembina harus bekerja sampai 18 jam perhari yang juga merupakan salah satu 
kontribusi para pembina yang tergolong berat dan besar. Dalam hal ini seharusnya 
Darul Ulum juga harus mempunyai sistem dan manajemen shift yang memadai 
dan profesional.
10
 
Dalam hal menangani kesehatan santri Dayah Modern Darul Ulum juga 
mengadakan sebuah unit kesehatan santri yang dibeban tugaskan kepada ketua 
unit kesehatan santri beserta anggota-anggotanya. Kegiatan yang mereka lakukan 
hampir sepenuhnya harus memenuhi kriteria-kriteria yang sama persis yang 
ditetapkan pada unit-unit kesehatan seperti rumah sakit dengan sikap siaga dalam 
24 jam penuh dalam menangani setiap keluhan-keluhan santri selama berada di 
                                                             
9 Data Dokumentasi Darul ‘Ulum Banda Aceh, tanggal 20 Oktober 2018. 
10 Hasil wawancara dengan Rizki Rahimullah, Ketua Pengajaran Dayah Darul Ulum, Pada 
tanggal 01 oktober 2018, di Jambo Tape Banda Aceh. 
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dayah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua bidang tersebut juga 
belum menemukan ketetapan gaji yang diberikan oleh pihak dayah kepada mereka 
dengan sesuai, karena gaji yang mereka peroleh juga sangatlah terbatas dan masih 
dibawah gaji rata-rata yang diterima oleh karyawan-karyawan kesehatan di unit-
unit kesehatan lainnya.
11
 
Terkait masalah tanggung jawab yang besar juga dibebankan kepada salah 
satu pembina atau karyawan yang menjadi ketua di bidang ubudiyah dan akhlak 
santri Dayah Modern Darul Ulum. Dalam hal ini tanggung jawabnya adalah 
membina seluruh kegiatan yang berlangsung di masjid dan mengawal setiap 
kegiatan jamaah lima waktu, mengurus segala kebutuhan jumat dan mengatur 
segala hal yang terkait dengan hari-hari besar islam serta mengatur segala jadwal 
imam dan khatib yang akan mengisi kewajiban amanah tersebut di masjid At-
Taqwa Dayah Modern Darul Ulum. Tetapi tanggung jawab yang besar tersebut 
juga tidak dihargai dengan gaji dan kompensasi yang sesuai bahkan gaji yang ia 
terima sangatlah minim.
12
  
Sama halnya dengan salah satu pembina yang juga merangkap sebagai 
ketua pengasuhan santri secara menyeluruh, pekerjaan yang  dilakukan juga 
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sangatlah besar. Dengan semua 
kegiatan yang dibebankan tersebut ia harus bertanggung jawab penuh selama 
santri-santri berada di dayah, dengan begitu sangat tidak wajar apabila pekerjaan-
pekerjaan para pembina-pembina tersebut digaji dengan gaji yang masih minim 
                                                             
11 Hasil wawancara dengan Firman Azria, Ketua Unit Kesehatan Santri Dayah Darul Ulum, 
Pada tanggal 02 oktober 2018, di Jambo Tape Banda Aceh. 
12 Hasil wawancara dengan Khalilullah, Ketua Ubudiyah dan Akhlak Santri Dayah Darul 
Ulum, Pada tanggal 03 oktober 2018, di Jambo Tape Banda Aceh. 
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dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pemerintah maupun 
dalam perspektif Islam.
13
 
Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada 
karyawan-karyawan atau petugas-petugas dapur, para pekerja atau karyawan 
dapur yang telah bekerja hingga puluhan tahun juga belum memperoleh bayaran 
yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Para pekerja dapur bekerja 
setiap hari tanpa libur dan juga terkadang mereka bekerja hingga malam untuk 
memasakkan masakan santri untuk jadwal makan pagi. Mereka juga para pekerja 
yang telah menikah dan menanggung beban biaya rumah tangga tetapi mereka 
tidak memperoleh kompensasi yang memadai atas hal itu. Untuk saat ini mereka 
mengaku bahwa gaji yang mereka terima juga belum memenuhi upah minimum 
provinsi (UMP).
14
 
3.5. Perspektif Akad Ijārah Bi Al-Amāl Terhadap Penetapan Gaji Pembina 
Asrama dan Karyawan Dayah Darul Ulum Banda Aceh 
 Dalam konteks ijārah bi al-amāl dari berbagai pendapat dan keputusan 
yang dituangkan di berbagai literatur  yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama 
mazhab, sangat jelas bahwa penetapan gaji atau upah itu harus sesuai dengan 
objek atau manfaat pekerjaan yang dilakukan oleh pembina-pembina asrama dan 
karyawan-karyawan pada Dayah Darul Ulum Banda Aceh. Konsep penetapan 
upah ini juga pernah diutarakan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Qashash 
ayat 26-27 yang berbunyi : 
                                                             
13
 Hasil wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Pengasuhan Santri Darul Ulum, Pada tanggal 
05 oktober 2018, di Jambo Tape Banda Aceh. 
14 Hasil wawancara dengan Bakhtiar, Ketua Dapur Santri Darul Ulum, Pada tanggal 08 
oktober 2018, di Jambo Tape Banda Aceh. 
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ۡ َتلَاقَِۡۡتَبأَٰٓ َٰيۡاَُمهٰىَد  ِحإَۡت  سٱ
   ُۡۖ  هِجِرِۡۡنَمَۡه  يَخۡ َِّنإَۡت  سٱ
  َۡ  هَجِرۡ ۡيَِوق  لٱُۡۡنيَِم  لۡٱۡ٦٢َۡۡلَاقُۡۡديُِرأۡ َٰٓيِِّنإ
ۡىَد  ِحإَۡكَحِكُنأۡ  َنأََّۡيَتن  بٱۡۡ  نَِمفۡاٗه  شَعَۡت  مَم  َتأۡ  ِنَإفۡ   جَجِرِحَِۡين ََٰمثِۡينَهُج
 َأتَۡنأۡ ََٰٰٓىلَعِۡن  َيت َٰه
َۡءَٰٓاَشِۡنإۡ َِٰٓينُدَِجِرتَسۡ ََۚك  َيلَعۡ َّقَُشأۡ  َنأُۡديُِرأ َٰۡٓاَمَوۡ  َكِدنِعُۡ َّللّٱَۡۡنِمَۡنيِِحل
َّٰصلٱۡ٦٢ۡۡ
Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu´aib): 
"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang 
dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah 
(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. 
Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang 
baik". (QS.Al-Qashash : 26-27). 
Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan mempekerjakan seseorang, dan 
juga tentang prinsip pekerja yang amanah dan sehat, serta tentang ketentuan 
pekerjaan dan upah yang diberikan, namun juga pekerjaan yang dibebankan tidak 
memberatkan pekerja. Dalam konsep ijārah bi al-amāl sangat jelas bahwa 
penetapan gaji pembina asrama dan karyawan Dayah Modern Darul Ulum Banda 
Aceh belumlah sesuai, karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 
dalam perspektif akad ijārah bi al-amāl, dalam hal ini secara otomatis penetapan 
gaji yang ada pada Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh akan merugikan dan 
terjadinya kesenjangan sosial maupun finansial terhadap para pembina asrama 
dan karyawan pada Dayah tersebut, karena tidak sesuainya gaji yang diterima oleh 
para pembina dan karyawan Dayah dengan beban kerja yang dibebankan kepada 
mereka. 
 Konsekuensi hukum  ijārah bi al-amāl selanjutnya yang shahih adalah 
penetapan hak kepemilikan upah yang di sepakati dan sesuai dengan jenis 
pekerjaan yang dilakukan. Hal itu karena ijārah bi al-amāl  adalah akad 
64 
 
 
 
mu’awadhah (tukar-menukar) karena ia adalah jual beli manfaat pekerjaan atau 
jasa. Konsekuensi hukum ijārah bi al-amāl yang tidak sah adalah jika penyewa 
telah mengambil manfaat pekerjaan atau jasa dari para pembina atau karyawan 
maka ia wajib membayar upah yang berlaku umum. 
Penetapan gaji haruslah sesuai dengan objek atau manfaat dari pekerjaan 
yang di lakukan oleh pekerja, terkait tentang penetapan upah hal ini Rasulullah 
SAW juga bersabda : 
 َق َلاَ َلا َب َخ َرا َيَ َوَ، َق َلاََ
 َا ب َنَ َع َم َرََ: َا َع َط َلاَى ََن ب َيَ َص َلىَ َللاَ َع ََل ي َهَ َو َس َل َمََ: َخ َي َ ب َرََ ب َلا َش َط َرَ َف َك َناَ َذ َلا َكَ
 َع َلىَ َع َه َدَ َنلا َب َيَص،َ ََو َأ ب َيََ ب َك َرَ َوَ َص َد َرَ
 َم َنَ َخَ ل َف َةَ َع َم َر َوَ، َل َمََ ي َذ َك َرََ أ َنََ َا ب َبَ ا َك َرَ َو َع َم َرَ َج َد َدَ
 َ لا َج َرا َةَ َ ب َع َدَ َم َ قَا َب َضَ َنلا َب َيَ َص َلاَى َللَ َع ََل ي َهَ َو َس َل َم.َ(خبلاَهاوريرا.)
   
Artinya: “Imam Bukhari berkata: dan Ibnu Umar berkata: “Nabi saw, Memberi 
upah separuh dari hasil tanah Khaibar kepada para pekerja. Dan 
demikian itu terjadi pada masa Nabi saw, Abu Bakar dan permulaan 
masa pemerintahan Umar. Sedang Ibnu Umar tidak menyebutkan 
bahwa Abu Bakar dan Umar memperbaharui (perjanjian) penyewaan 
itu sesudah wafat Nabi saw”. (Hadist Riwayat Al-Bukhari).  
Maksud dari hadits shahih ini adalah tentang pemberian gaji yang 
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kepada para pekerja yaitu hasil dari tanah 
khaibar menurut kapasitas pekerjaan yang pekerja lakukan pada masa itu, dan 
juga prinsip penggajian ini diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar tanpa adanya 
tanda-tanda pembaharuan perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
upah atau gaji adalah harga yang menjadi hak bagi musta’jir yang harus diberikan 
kepadanya terhadap pekerjaan-pekerjaan atau jasa-jasa yang telah dilakukannya 
                                                             
15
 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Cet 1, (Ter. Faisal, 
Thahirin Suparta) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm .157, Hadits ke-357. 
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atau dengan kata lain adalah harga yang dibayarkan atas manfaat jasa atau 
pekerjaan yang telah dilakukannya. Upah atau imbalan ini disyaratkan antara lain: 
1. Upah atau imbalan adalah berupa benda yang di ketahui yang di bolehkan 
memanfaatkannya (mal mutaqawwim)
16
: yaitu jenis upah menurut ketentuan 
yang berlaku umum pada masa sekarang ini. 
2. Sesuatu yang berharga atau yang dapat dihargai dengan uang sesuai dengan 
adat kebiasaan setempat: upah disini juga bisa berupa benda yang 
mempunyai nilai tukar. 
3. Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan, misalnya 
upah menjahit baju dengan baju: yaitu upah yang lain selain benda-benda 
yang diakadkan dalam pekerjaan. 
4. Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majlis akad, seperti 
yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijārah bi al-amāl tidak 
sah, apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak 
berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu. 
 Transaksi ijārah bi al-amāl ini berkaitan dengan penghargaan atau jasa 
yang telah diberikan oleh seseorang atas prestasi atau jasa dari pekerjaannya. 
Dalam hal ini, timbul persoalan bagaimana hukum menggaji orang atau mengupah 
seseorang yang telah bekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan. 
Kalau ditinjau dari kewajiban mengajarkan agama kepada manusia, ini adalah 
kewajiban seorang yang berilmu. Bila ditinjau dari prestasi kerja yang 
                                                             
16
 Dalam bahasa Arab: (مّوقتملاۡلآملا) . 
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memerlukan tenaga, waktu dan pikiran, mengajarkan Al-Qur’an, dan ilmu lainnya 
juga memerlukan tenaga, waktu dan fikiran. 
Sebagai aktifitas manusiawi orang yang mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu 
pengetahuan tentu perlu diberi imbalan sesuai dengan prestasi kerja yang 
dilakukannya.
17
 Namun bila gaji tidak diberikan atau tidak diberikan dengan 
sesuai maka konsekuensinya adalah bertentangan dengan ketentuan Allah SWT 
dan Rasulnya seperti yang di jelaskan dalam hadist dari Abi Hurairah, Rasulullah 
bersabda: 
 َع َنََ أ َ هبَ ََه َر  ي ََر ةَ َق َلاَ: َق َلاَ َر َس َو َلَ
َهللاَمعلصََ: َ ي َق َو َلَ
َهللاَََّل جَ  وَ َّزعَ:َ ثَ ل َث َةََ َأ ناَ َخ َص َم َه َمَ َ ي َو َمَ َلا
َهَق ي َماَهةَ,
 َو َم َنَ َك َن َتَ َخ َص َم َهَ َخ َص َم َت َه:َ َوَ  ر  ذ عََّ ثَُ  هبَى ط ع أَ  ل و ج رََ ر َج َلََ ب َعاَ َح َراَ ََو ا َك َلَ َ َث ن َهَ, ََو ر َج َلَ َسا َت َأ َج َرَ
 َأَهج َ ي َراَ َف َسا َ ت َو َفَ
َهَم ن َهََ و َ لََ َ ي ََو ف
َههََ أ َج ََر ه(َ.هاورَدحمأَيراخبلاو).
   
Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata , Rasulullah SAW bersabda: Allah Azza 
wa Jalla berfirman: Tiga golongan manusia dimana aku akan menjadi 
seteru (musuh) mereka pada hari kiamat, dan barang siapa yang Aku 
seterunya, maka Aku akan menyangkalnya, yaitu : orang yang memberi 
dengan bersumpah atas nama-Ku lalu beerhianat, Orang yang menjual 
orang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa 
(memperkerjakan) seorang pekerja lalu pekerja memenuhinya tetapi ia 
tidak memberikan upahnya”. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari). 
 
 Maksud dari hadits shahih ini adalah menyangkut seseorang yang telah 
mempekerjakan orang lain dengan ketentuan upah yang sesuai tetapi pada 
kenyataannya tidak sesuai maka ada konsekuensi hukum yaitu menjadi musuh 
Allah. Diantara masalah-masalah penting dalam perspektif ijārah bi al-amāl 
tentang penetapan harga adalah termasuk kapan si penyewa harus membayar 
                                                             
17
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 135. 
18
 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Cet 1, (Ter. Faisal, 
Thahirin Suparta) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm .119, Hadits ke-1050. 
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harga sewa kalau akad disebutkan begitu saja, tanpa mempersyaratkan penentuan 
atau penetapan harga. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab 
yaitu menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pembayaran harga sewa harus 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima. Kecuali jika 
disyaratkan, atau ada hal-hal yang mengharuskan pembayaran di muka, contohnya 
seperti dalam bentuk imbalan tertentu, atau persewaan dalam tanggungan.  
Menurut Imam Syafi’i, harga harus dibayar dalam akad, dan menurut 
Imam Malik, kewajiban membayar harga harus berdasarkan pada imbalan yang 
diterima. Kata Imam Syafi’i kelambatan pembayaran adalah termasuk kategori 
utang dengan utang.
19
 Berdasarkan dari berbagai pendapat Imam-Imam ini 
sangatlah jelas bahwa penetapan gaji yang dilakukan oleh Dayah Modern Darul 
Ulum Banda Aceh belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam 
ekonomi islam atau belum sesuai degan akad ijārah bi al-amāl. 
                                                             
19
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, (terj, Abdul Rasyad Shiddiq), 
(Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 397. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
 
 Pada bagian ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, maka akan 
dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
4.1. Kesimpulan 
4.1.1.  Kebijakan Stake Holders terhadap penetapan gaji pada Dayah Modern 
Darul Ulum Banda Aceh memiliki perbedaan upah minimum pada setiap 
jenjang jabatan dan honor yang berbeda dari setiap para pembina dan 
karyawan-karyawannya, karena gaji yang diperoleh sangat minim 
sehingga tidak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang 
dilakukannya yang tergolong besar, dalam hal ini penetapan gaji pembina 
belum memenuhi standar kelayakan baik dari ketentuan-ketentuan yang di 
berlakukan oleh pemerintah maupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
Islam.  
4.1.2. Para pembina Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh memiliki peran 
yang sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan para santri, hal ini 
menjadi faktor pendukung banyaknya prestasi yang didapatkan. Oleh 
karena itu kinerja para pembina sangat dipengaruhi oleh penetapan gaji 
yang sesuai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Selain itu pembina 
mempunyai shift kerja selama 18 jam perhari dengan perolehan gaji yang 
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tergolong rendah sehingga belum memenuhi kriteria gaji yang sesuai 
dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). 
4.1.3. Dalam konteks ijārah bi al-’amāl penetapan gaji atau upah harus sesuai 
dengan objek dan manfaat pekerjaan yang dilakukan, namun dalam konsep 
ijārah bi al-’amāl penetapan gaji atau upah pembina yang diberikan oleh 
Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh belum sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam perspektif akad ijārah bi al-’amāl, karena pada 
akad ijārah bi al-’amāl merupakan akad mu’awadhah (tukar-menukar) 
yang berarti jual beli dengan memanfaatkan pekerjaan atau jasa yang telah 
dilakukannya. Maka dalam hal ini penetapan gaji yang ada pada Dayah 
Modern Darul Ulum Banda Aceh dapat menyebabkan terjadinya 
kesenjangan baik dari segi finansial maupun sosial terhadap para pembina 
dan karyawan dengan beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan 
pendapatannya. 
4.2. Saran 
4.2.1. Seharusnya dalam pembagian shift kerja pihak Dayah Modern Darul Ulum 
Banda Aceh harus memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka, 
dengan demikian para pembina dapat merasakan gaji yang sebanding 
dengan usahanya. Dan juga ketentuan penetapan shift kerja seharusnya 
Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh menetapkan shift kerja yang tidak 
memberatkan sampai over time kepada para pekerja, pembina dan 
karyawan-karyawannya. 
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4.2.2. Mengenai persepsi pembina terhadap penetapan gaji yang diterimanya 
seharusnya pihak Dayah Darul Ulum Banda Aceh lebih transparan dalam 
sistem penggajian, agar nantinya diantara kedua belah pihak sama-sama 
merasa adil dan tidak terjadinya disparitas. 
4.2.3. Hendaklah pihak Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh menggunakan 
cara-cara yang dibenarkan oleh ketentuan fiqh yang sesuai dengan 
ketentuan akad ijārah bi al-’amāl dalam menentukan upah pekerja, jika 
hal ini tidak dilakukan sesuai dengan hukum syara’ maka akan merugikan 
pembina dan karyawan-karyawan yang melakukan perikatan tersebut. 
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Daftar Pertanyaan Sistem Penetapan Gaji Pembina Santri Dan Konsekuensi 
Terhadap Tingkat Prestasi Kerja Pada Dayah Modern Darul Ulum Banda 
Aceh 
 
1. Apa saja ketentuan-ketentuan pihak Dayah Darul Ulum terhadap karyawan 
dalam kontrak kerja? 
2. Bagaimana kebijakan stake holders Dayah Darul Ulum terhadap sistem 
penggajian? 
3. Apa saja klasifikasi kebijakan stake holders Dayah Darul Ulum terhadap 
penetapan gaji karyawan? 
4. Apakah adanya transparansi terhadap penetapan gaji yang dilakukan oleh 
pihak Dayah Darul Ulum? 
5. Apakah pihak Dayah Darul Ulum menggunakan cara-cara yang sesuai 
dengan ketentuan fiqh dalam menetapkan gaji para pembina? 
6. Apakah penetapan gaji dilakukan secara sepihak antara Dayah Darul Ulum 
dengan para pembina atau karyawan? 
7. Bagaimanakah sistem kerja yang ditetapkan terhadap pembina oleh pihak 
Dayah Darul Ulum? 
8. Bagaimana persepsi pembina atau karyawan Dayah Darul Ulum terhadap 
penetapan dan rate gaji? 
9. Bagaimana persepsi pembina atau karyawan Dayah Darul Ulum terhadap 
kompensasi yang diterimanya sebagai pengawas santri hingga shift over 
time? 
10. Apakah para pembina atau karyawan merasa puas dengan hasil perolehan 
gaji yang diterimanya sebagai pengawas santri hingga shift over time? 
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